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Kata Kunci - Jarimah Ikhtilath, Hukum Adat, Kluet Tengah

Ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang Islam, karena dapat menjerumuskan
seseorang pada kerusakan akhlak dan perbuatan zina. Dalam fikih, dinyatakan
bahwa perbuatan ikhtilath merupakan bentuk jarimah ta’zir, yaitu perbuatan yang
belum ditetapkan sanksi hukumnya dalam Algquran dan Hadis. Untuk itu,
pemerintah berwenang dalam menetapkan jenis sanksinya. Namun, dalam Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ditetapkan bahwa hukuman
bagi pelaku ikhtilath adalah ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali
atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama
30 (tiga puluh) bulan. Namun, terhadap masalah ini, berbeda dengan apa yang
diterapkan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, bahwa pelaku
ikhilath akan diselesaikan melalui proses hukum adat. Untuk itu, yang menjadi
pertanyaan penelitian adalah bagaimana bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku
ikhtilath atau sumbang di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana sanks pidana
adat tersebut di tinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif
analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan
hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis
menurut hukum Islam. Terhadap masalah yang digjukan, maka hasil penelitian
menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku
ikntilath di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor
Kambing lengkap. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum
adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam
Islam ditetapkan bahwa pelaku ikhtilath merupakan bagian dari jarimah
ta’zir, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh
pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling
ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau
pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus
dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus ikhtilath di Kleut Tengah
termasuk sanksi ta’zir, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh
pemerintah Gampong, Vyaitu berupa denda satu ekor kambing.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 B/U/1987

1. Konsonan

No| Arab Latin Ket No Arab Latin Ket
Tidak o
. t dengan titik
. g:}'glz“aﬁ B * U | di bawahnya
, Z dengan titik
21 ~ b 17 J’ Z | g bawahnya
3 < t 18 & ‘
4 & § s dengan titik 19 ,
di atasnya d 9
5 z ] 20 < f
h dengan titik "
6 < h di bawahnya 1 © q
7 ' kh 22 3 k
8 3 d 23 J I
. . sdengan titik
9 > z di atasnya 24 I m
10 3 r 25 o n
11 3 y4 26 w
12 o S 27 2 h
13 o sy 28 s ’
s dengan titik
o 3 di bawahnya | 22 ¢ y
15 2 d d dengan titik

di bawahnya




2. Konsonan

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Voca Tunggd

Vocal tungga bahasa Arab yang lembangnya berupa tanda atau harkat,

trangliternya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
: Fatah a
Kasrah [
Dammah u

b. Voca Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, trangliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
&0 Fathah dan ya a
5:::/:::; Fathah dan wau au
Contoh:
&S : Kaifa Jea 1 Haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tradliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Tanda
Huruf
i Fathah dan alif }
‘:g /\:Z,__Z3 a.
atau ya
Dammah dan wau 7]




Contoh:

Jé&  :gala
& irama
‘}A :gila
d,w - yaqulu

4. Tamarbutah ()

Tranditerasi untuk ta marbutah ada dua

a. Tamarbutah () hidup
Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, tarnliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah () mati
Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, trandliterasi
adalah h.

c. Kaau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah () diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( ) itu ditrandliterasikan dengan h.

Contoh:

b 3oy, : raudah al-atfal/ raudatul atfal
5yl Al : al-madinah al-munawwarah/ al-madintul munawwarah
todi : Talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
trandliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut gjaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Katakata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak tranditerasi. Contoh: Tasauf, bukan Taswuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setigp manusia mempunya kebutuhan dan keinginan. Dimana setiap
kebutuhan tidak sama. Dalam pemenuhan kebutuhan itu manusia perlu berinteraksi
dengan manusia lain, bekerja sama dan saling membantu dalam memenuhi tujuannya.
Daam interaks tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara

hak dan kewajiban.

Aturan yang dimaksudkan ialah sebuah hukum, yang telah memiliki aturan
yang dapat menjamin kelangsungan hidup serta ketentraman di dalam masyarakat.
Karena tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan adanya
dibentuk sebuah hukum maka manusialebih takut untuk melakukan kejahatan, karena
hukum telah mengatur dengan sanksi-sanksi yang tegas, sanksi yang diberikan

hukum yang menyeluruh dari kejahatan kecil sampai kejahatan tingkat tinggi™.

Hukum vyang sering digunakan dalam masyarakat pedesaan untuk
menyel esailkan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu hukum adat,
salah satunya seperti yang diterapkan dalam masyarakat Aceh. Sebagaimana yang

disebutkan dalam buku majelis adat Aceh yaitu adat menyatu dengan agama dan

! Fadhli Rahmatillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Penzina
Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)”, (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015. him. 1



menjadi pegangan umum dalam kehidupan sehari-hari.> Adat adalah kebiasaaan
masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasai seterusnya, hukum adat
adal ah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata
dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan
tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.® Karena adat berarti aturan yang
baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim yang dituruti dan dilaksanakan

sgjak zaman dahulu.

Daam hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan,
Provinsi Aceh, yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang ada khususnya di
Kluet Tengah, ada beberapa adat yakni mulai adat tentang meminang, nikah sirih
(satu akad nikah yang sah tapi belum diresmikan), sumbang, malu rajo, gempar malu,
dan perkelahian.* Dalam hukum adat yang berada di Kluet Tengah, ada hukum yang
tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sanksi tetap diberlakukan kepada pelaku, yakni
sanksi adat yang tertulis dalam Musyawarah Adat Kluet Tengah yaitu: meminang,
nikah sirih, sumbang, malu rajo, gempar malu dan perkelahian. Apabila dalam hal
meminng, malu rajo, gempar malu dan perkelahian, pelaku akan dikenakan sanksi
adat berupa satu ekor kambing lengkap berbeda dengan halnya nikah sirih, pelakunya
akan dikenakan sanks adat satu pinang cerano atau ranup lampuan dan membayar

denda berupa uang. Adapun sanksi adat yang tidak tertulis atau yang tidak ada

> Magjelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil
dan Akuntabel, (Banda Aceh: Mgjelis Adat Aceh, 2012), him. X.

* Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003), him. 3.

*Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.



ketentuan tertera dalam Musyawarah Adat Gampong tersebut seperti pezinaan,
pemerkosaan dan pembunuhan. Di Kecamatan Kluet Tengah, orang yang melakukan
perzinaan dan pemerkosaan akan dinikahkan, diasingkan dari Gampong selama 1,5
tahun dan membayar denda sebanyak satu ekor kambing. Bagi pelaku pembunuhan
biasanya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Dari ketentuan-ketentuan adat yang disebutkan diatas penulis ingin mengkaji
tentang sumbang yang ada di Kluet Tengah. Menurut istilah Gampong, Sumbang
sama artinya dengan lkhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan mesra seperti bercumbu,
sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang
bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup
ataupun terbuka® Atau setiap perkara yang membangkitkan birahi atau mengajak
melakukan perbuatan nista membuka peluang untuk melakukan perbuatan zina’. yang
diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 25.
Ikhtilath atau sumbang adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau
sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan
hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah

maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi. Sumbang terbagi menjadi

*Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh:
Naskah Aceh, 2015), him. 8.

®Sayyid Sabig, Figh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2 (Terj. Asep Sobari,....dkk) (Jakarta: Al-
I’tishom, 2008), him. 600



dua bagian secara garis besar yaitu: pertama, sumbang duduk, dan kedua, sumbang
berjalan’.

Sebagaimana keterangan salah seorang reponden, dinyatakan bahwa
sumbang duduk merupakan perilaku yang tidak sesuai menurut adat, misalnya
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim duduk berdua di dalam rumah
dan duduk tempat sunyi lainya. Sedangkan sumbang berjalan merupakan perilaku
laki-laki dengan perempuan yang tidak sesuai menurut adat, seperti berjalan berduaan
dan berboncengan tanpa ada hubungan mahram.? Keterangan tersebut pada
prinsipnya sama seperti ketentuan yang terdapat pada draf Qanun Gampong.
Dinyatakan bahwa sumbang duduk merupakan seorang laki-laki duduk dengan
seorang perempuan yang bukan muhrimnya di dalam rumah, serta duduk dalam
kendaraan roda empat yang menurut adat sudah melanggar. Sedangkan sumbang
berjalan yaitu seperti seperti seorang laki-laki berboncengan dengan sorang
perempuan yang bukan muhrim, serta berjalan bergandengan tangan.® Dalam hal ini,
kedua bentuk perilaku sumbang tersebut akan dikanakan hukuman denda, yaitu
membayar satu ekor kambing lengkap, serta hukuman lainnya sesuai dengan
keputusan musyawarah adat.’°

Bertalian dengan permasalahan di atas, tentu perilaku-perilaku seperti telah

dikemukanan merupakan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina.

’Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.

®*Hasi| wawancara dengan Amrulah, Keuchik Gampong Padang, pada tanggal 3 Juli 2016.

Dimuat dalam draf Qanun Adat, yaitu Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22
November 1999.

 Ibid.



Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan yang mengarah kepada
perbuatan zina'' atau perbuatan nista yang sudah dilarang dalam agama Islam,
termasuk dalam kategori perbuatan nista tersebut adalah ikhtilat atau dalam istilah
adat Kluet Tengah yaitu Sumbang. Dalam agama Islam jangankan melakukan

perbuatan yang dilarang mendekati sajatidak boleh sebagaimana firman Allah SWT.

P z P ~ /// : P ~ }f ET/-H s 9.2~ ~
(D) S 2Ly Lied OF 0] G301 150785 Y

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-lIsraa’:32).

Jangan mengerjakan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada perbuatan
Zina, seperti tatapan liar, sentuh-sentuhan dan ciuman. Ayat ini melarang segala
sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, itu sgja sudah dilarang
dalam Islam apalagi dengan perbuatan zinaitu sendiri.*

Menurut informas yang penulis dapat dari Tuhapeut Gampong Padang,
Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, bahwasanya kasus sumbang atau
ikhtilath pernah terjadi pada tahun 2015 tepatnya pada perayaan tradisi Tulak Baloe
(Rabu Habis) terjadi penangkapan dua pasangan remga tengah asik melakukan

perbuatan mesra. Pelaku perbuatan mesra berinisial Upik dan Buyung masih duduk di

“Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan
Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana) (Banda Aceh: Dinas Syariat Isalam Aceh,
2011), him. 111.

“sayyid Sabig, Figh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2 (Terj. Asep Sobari, ....dkk) (Jakarta: Al-
I’tishom, 2008), him. 605.



bangku Sekolah tingkat SLTA, hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak
generasi penerus bangsa®.

Menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, dalam
penyelesaian kasus sumbang atau ikhtilath sebagaimana yang disebutkan Tuhapeut
Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, merujuk kepada ketentuan adat yang
berlaku, sebagai berikut:

a Sumbang duduk, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan
muhrimnya didalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si
lelaki menjulur keluar. Bila didalam kendaraan roda empat, sumbang duduk
seorang lelaki duduk berduaan dengan seorang perempuan di luar rumah yang
menurut adat sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak
dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari’at Islam
sudah di larang.

b. Sumbang berjalan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan seorang
perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan di saat atau
tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki berjaan
bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya
Sumbang ini dalam ketentuan adat masyarakat manggamat akan dikenakan satu
(1) ekor kambing lengkap, dan di tambah denda hukuman lain yang mungkin
akan menjadi keputusan adat setempat”.

Dalam penjatuhan hukuman tambahan tersebut tidak dijatuhkan kepada
semua kasus melainkan pada kasus-kasus tertentu yaitu: sumbang, malu rajo, dan
perkelahian ditempat keramaian. Namun demikian, penjatuhan hukuman tambahan
biasanya berupa uang tunai paling banyak sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu
rupiah) dan sekapur sirih atau dalam istilah Gampong di sebut dengan pinang

cerano™.

BHasil wawancara dengan Lot Yamin warga Gampong Padang, pada tanggal: 08 Maret
2016
“Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.
15(|h;
Ibid...,



Sedangkan dalam Islam penyelesaian kasus ikhtilath menganut prinsip ta’zir.
Terkait dengan hal tersebut, ikhtilath merupakan bentuk perbuatan yang mengarah
kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, jarimah ikhtilath belum ada ketentuan yang
pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Pemerintah berwenang
memberikan bentuk pertanggungjawaban perbuatan tersebut dengan jenis hukum
ta’zir, baik berupa cambuk, kurungan dan denda.

Dalam ha ini, hukuman ta’zir secara bahasa berasal dari kata ‘azzara,
dengan artian mencegah dan menolak. Sedangkan menurut istilah, hukuman ta’zir
dapat diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa
(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan dalam oleh syara’.*®

Di Aceh, dalam ganun jinayah hukuman ikhtilath dalam Pasal 25, berupa
ancaman dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda
paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga
puluh) bulan.”*’

Namun muncul permasalah terkait penyelesaian hukuman bagi pelaku
ikhtilath atau sumbang di Gampong Padang, yaitu dualisme hukuman antara hukum
adat atau hukum Islam. Penulis melihat pelaksaan hukum adat hanya sekedar
pemberian sanksi dan tidak dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan
perbuatan ikhtilath atau sumbang. Bermula dari permasalahan di atas muncul

ketertarikan penyusun mengangkat masalah ini dengan cara meliti melalui hukum

'® Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), him.
177-178.
YQanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukun Jinayat.



yang ada, baik dari hukum adat maupun hukum Islam. Maka dari itu penulis merasa
perlu mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai jarimah ikhtilath dengan judul:
Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut

Hukum Idam (Studi Kasus Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan).

1.2. Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan
masal ah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.2.1. Bagaimana penyelesaian adat bagi pelaku ikhtilath atau sumbang di
Kluet Tengah?
1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian adat bagi

pelaku ikhtilath?

1.3. Tujuan Pendlitian
Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga
dengan penelitian skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendlitian
skripsi ini adalah:
1.3.1. Tujuan umum
Untuk mengetahui praktek penyelesaian Jarimah [khtilath
yang terjadi sdlama ini di Kluet Tengah yang ditinjau menurut

pandangan hukum Islam.



1.3.2. Tujuan khusus
a. Untuk mengetahuai bagaimana prilaku remaja selama ini yang
terjadi di Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.
b. Untuk mengetahuai faktor-faktor prilaku pelaku Jarimah Ikhtilath

di Kluet Tengah.

1.4. Penjelasan I stilah
Untuk lebih mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih
dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini
sehingga dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan bagi pembaca tentunya. Inilah
beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.
1.4.1. Penyelesaian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pe-nyele-sai-an
adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti
seperti pemberesan, pemecahan). Penyel esaian atau menyel esaikan juga bisa
diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan perkara,

pemecahan masalah dsb®,

'8 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 6 (Jakarta: PT Media Pustaka
Phoenix, 2012), him. 772
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1.4.2. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang
pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta’zir.*® Menurut Hukum
Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah al-jinayah, yang
artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggara.Semua
perbuatan dosa, keahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan
pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) atau al-
jinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuataan

pidana (Jarimah) dan hukumnya®.

Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-SQultaaniyah
memberikan beberapa definisi istilah yang terkait dengan Jarimah yaitu:
pertama, Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang pelakunya diancam
dengan hukuman hadd atau ta’zir. Kedua, hukuman hadd adalah hukuman
yang telah di tetapkan didalam nash al-Qur’an dan al-Hadist. Ketiga, hukum
ta’zir adalah hukuman yang ketentuannya tidak diatur dalam nash al-Qur’an
dan al-Hadlist tetapi ketentuannya menjadi kewenangan pemerintah.?

Dapat penulis simpulkan dari teori yang diatas untuk kemudah untuk

pemahaman, tindak pidana atau Jarimah adalah perbuatan dosa yang

“Dinas Syariat Isam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh:
Naskah Aceh, 2015), him. 8.
% Abddul Ghofur Ansori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,
(Yogyakarg?_' Kreasi Total Media, 2008), him. 238.
Ibid.
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melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam syariah I1slam
dimana pelakunya akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan yang

telah dilakukan.

1.4.3. Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan
yang bukan muhrim baik ditempat tertutup maupun ditempat terbuka.
Bermesraan yang dimaksud ialah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan,
berpelukan, pengangan tangan dan berciuman baik ditempat terbuka maupun
tempat tertutup®. Berdasarkan realita masyarakat pelaku ikhtilath yang tidak
malu melakukan perbuatan bermesraan dimuka umum, bahkan didalam
kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun

orang-orang yang sejenis kelamin.?®

1.4.4. Hukum Adat
Hukum Adat (customary law) adalah bagian dari hukum?* yaitu
hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak

tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga

%2 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat..., him. 8.

> Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 108.

*www.academiaedu.,  Hukum  Adat  Lengkap. Diakses melaui  situs:
https://www.academia.edu/5519759/HUKUM_ADAT_LENGKAP, padatanggal 04 April 2016.
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hukum kebiasaan).?® Hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum yang
tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti teradisi,

kebiasaan atau praktek-peraktek tertentu yang ada di lingkungan tersebut.?®

1.5. Kgjian Pustaka

Untuk skripsi dengan judul: Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum
Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Sudi Kasus Kecamatan Kluet Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan). Dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan tidak
banyak buku-buku atau penelitian-penelitian yang membahas tentang Jarimah
Ikhtilath ini. Adapun buku atau karya yang penulis temukan adalah:

Skripsi yang ditulis Airi Safrijal dengan judul Kajian Normatif Terhadap
Sanksi Adat Sebagai Penganti Pidana, mahasiswa jurusan hukum di Universitas
Syiah Kuala. Membahas dengan prosedur penjatuhan hukuman melalui hukum adat
pada umumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Y usuf, mahasiawa jurusan Ahwal-Al-
Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Uin Ar-Raniry yang berjudul “Peran Masyarakat

Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Qanun Nomor 14

» C.S.T. Kansil, Pengantar 1lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia., (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 72.

%® Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum., Cet. Ke 4. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996),
him. 72.



13

Tahun 2003)”’. Pembahasannya menanggulangi tidak pidana Khawat/mesum dibanda
aceh secara umum dan penyel esaiannya melalui peradilan adat.”’

Skrips yang ditulis oleh Khalidin mahasiswa jurusan hukum pidana Islam
dengan judul Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran
Adat Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie). Dia
membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sebuah pelanggaran adat melaui
tokoh-tokoh adat Gampong tersebut. Penjelasannya bersifat umum atau dalam artian
hanya pada garis-garis besarnya tidak terfokus pada sebuah kasus tertentu.’® Berbeda
dengan penulisan skripsi ini, yang mana penulis berfokus pada kasus Jarimah
ikhtilath menurut hukum adat.

Skripsi yang ditulis oleh Mursida, mahasiswi jurusan hukum pidana Islam
dengan judul Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP
Ditinjau Menurut Hukum Islam. Pembahasan ini menguraikan tentang bagaimana
penjatuhan hukuman kepada pelaku khalwat dan zina melalaui hukum adat yang
berlaku di daerah itu, seperti halnya penjatuhan hukuman yang berupa nasehat,
teguran, pernyataan maaf, denda, pengucilan dari masyarakat dan hingga pada

penggusiran dari tempat tinggalnya?’ Perbedaan dengan penulis kaji dalam hal

” Muhammad Yusuf. “Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum
(Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)”. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas
Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

K halidin. “Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat
Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)”. (Skripsi tidak dipublikasi),
Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

*Mursida, “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau
Menurut Hukum Islam™. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2014.
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penyelesaian kasus Jarimah Ikhtilath yang ada di Kluet Tengah dari segi penjatuhan
hukuman, penulis mengkaji penjatuhan hukuman bedasarkan adat yang berlaku di
Kluet Tengah.

Skripsi yang ditulis oleh Fadhli Rahmatillah mahasiswa jurusan hukum
pidana Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat
Bagi Penzina di Kluet Utara (Sudi Kasus di Gampong Krueng Kluet)”*°. Dalam
skripsi ini membahas tentang bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina

menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

1.6. Metode Pendlitian

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau
sosio-legal-research yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode yang penulis
gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian sosio-legal diartikan sebagai penelitian
yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, temasuk di dalamnya perilaku

individu dalam kaitannya dengan hukum.?!

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti guna

untuk memberi kemudah dalam mengkaji sebuah masalah yang dihadapi.* Metode

% Fadhli Rahmatillah, “Tinjauan Hukum IslamTerhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Penzina
Di Kluet Utara (Sudi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)”, (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015

*'Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Gruop, 2013), him. 128

%2 Noeng, Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif., Cet 1, (Jakarta: Reka Sarasin, 1999),
him. 179.
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juga merupakan urgen dalam menyelesaikan sebuah masalah, jika sebuah penelitian
tanpa metode bisajadi penelitiannya kurang baik.
1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua
bentuk, yaitu Field Research (penelitian lapangan) dan juga menggunakan
Library Research (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan
untuk mengumpulkan informas terkait penyelesaian Jarimah Ikhtilath
menurut adat di Kluet Tengah, sebagai sumber data primer melalui observas
dan wawancara serta telaah dokumentasi.

Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat
informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan
diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep
dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder
yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebaga data
sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya

mengenai topik penelitianini.

1.6.2. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kluet Tengah, Kabupaten Aceh selatan.
Di Kluet Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu: Simpang Tiga,
Simpang Dua, Mersak, Pulau Air, Gampong Padang, Gampong Sawah, Koto,

Lawe Melang, Malaka, Jambur Papan, Koto Indarung, Siurai-urai dan Sarah
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Baru. Dengan pertimbangan di antara Gampong-Gampong tersebut yang
terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, penulis berfokus kepada empat
Gampong sgja yaitu: Mersak, Pulo Air, Gampong Padang, Gampong Sawah.
Dari ke empat Gampong tersebut telah memenuhi karakteristik yang
menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan
diteliti. Dalam ha ini peneliti telah beberapa kali melakukan observasi
langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan beberapa masyarakat

untuk memperoleh data yang penelitian inginkan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Daam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang

dibagi ke dalam dua data:

1.6.3.1. Data Primer
Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini,
yaitu terdiri dari observas dan wawancara (interview) serta telaah
dokumentasi.
a Observas
Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan
sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait penyelesaian
Jarimah Ikhtilath sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang

ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan,
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penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kegjadian yang
terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat,
selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan
yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan segjumlah
pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya
berfokus pada masyarakat Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan,
khususnya Gampong Padang, Gampong sawah, Pulo Air dan Mersak.
seperti tokoh Agama, Geuchik dan tokoh masyarakat.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian
yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya
dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan Jarimah Ikhtilath yang
ada di Kluet Tengah, ha ini dimaksudkan untuk menambah serta
memberikan informasi terkait dengan penyelesaian Jarimah Ikhtilath

di Kluet Tengah.

1.6.3.2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan

(library research), menelaah dan mempelgari buku, kitab figh, artikel,
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majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan.
Tentunya data yang berkaitan dengan peneyelesaian Jarimah Ikhtilath

menurut hukum adat yang ditinjau menurut hukum Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penélitian ini, ditentukan oleh sistematika penulisan kedalam lima bab,
dengan uraian sebagal berikut: bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi
kedalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kgiian pustaka, metode penelitian serta yang terakhir

sub-bab yang berisi sistematika penulisan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai masalah yang men;jadi
fokus penelitian. Dalam bab ini beris penjelasan mengenai pengertian Jarimah
Ikhtilath, pengertian adat, dasar hukum dalam Jarimah Ikhtilath dan hukum adat,

faktor-faktor Jarimah Ikhtilath.

Bab tiga menjelaskan yang menjadi objek penelitian, yang beris tentang
gambaran umum masyarakat Kluet Tengah, konsep hukum di Kluet Tengah,
penyelesaian Jarimah Ikhtilath, peran lembaga adat dalam menanggani kasus jarimah

Ikhtilath di Kluet Tengah serta sanksi yang dijatuhkan.

Bab empat menerangkan tentang analisa penyelesaikan lkhtilath menurut

Islam atau Qanun, tinjauan hukum Islam terhadap jarimah Ikhtilath, tinjauan hukum



19

Islam terhadap pelaksanaan proses penyelesaian jarimah lkhtilath menurut hukum
adat Kluet Tengah serta analisa terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum adat Kluet

Tengah.

Bab lima merupakan bab penutup dari penulisan karya ilmiah ini yang berisi
kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis terhadap pembaca yang

dianggap perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan.



BAB DUA
LANDASAN TEORI JARIMAH IKHTILATH

2.1. Pengertian Jarimah Ikhtilath

Dalam memberikan makna atau pengertian dari frasa “jarimah ikhtilath”,
terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan dua kata yang membentuk frasa
tersebut, yaitu makna dari jarimah maupun makna ikhtilath. Kata jarimah sering
disebut dengan jinayah dalam fikih, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak
pidana. Adapun kata jinayah menurut etimologi, merupakan bentuk verbal naun
(kata kerja), masdar dari kata jana, yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan
jinayat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.** Menurut Sayyid
Sabiq, kata jinayat memiliki arti sebagai suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan
seseorang. Disamping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai jinayat dengan
istilah “memetik”.**

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian jinayat mempuyai
beragam rumusan, ha ini mengingat tidak ada rumusan yang baku. Salah satu
pengertian tersebut seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu suatu

perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun

*Luis Ma’luf, al-Mujid., dalam Makhrus Mungjat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Teras, 2009), him. 26.

*Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006),
him. 399.
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yang lainnya*®> Dengan demikian, istilah jindyah mengacu kepada hasil perbuatan
seseorang. Perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara’
dilarang. Sgjaan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
perbuatan jinayah mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan
jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.*®

Selain itu, ada juga dikalangan fugaha yang membatasi istilah jinayah
kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudid dan gisas serta
tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir. Sedangkan kata
jarimah, mempunya arti sebagai larangan-larangan syara’ yang diancam dengan
hukuman had, gisas, atau ta’zir.>” Jarimah juga berarti delik atau tindak pidana, atau
perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman
had (bentuk tertentu) atau ta’zir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya
didelegasikan syara’ kepada hakim/penguasa). Larangan syara’ berarti bahwa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah
diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.*® Menurut Al-
Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaaniyah memberikan beberapa definisi

istilah yang terkait dengan Jarimah yaitu: Pertama,

*Abdul Qadir Audah, At-Tasyri” al-Jind’i al-slami Mugarranan bil Qananil Wad’iy, ed.
In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), him.
88.

*H.A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, cet. 2,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him. 1.

37 e

[bid.

*Abdul Aziz Dahlan, Ensikiopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru van

Hoave, 2003), him. 806.
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Artinya: “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang
pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir”’.

Jika pemaknaan kata jarimah dilihat dari sudut hukum positif, diartikan
sebagai tindak pidana. Kata tindak pidana memang belum ditemukan rumusan baku
di dalam undang-undang yang dipakai oleh pakar hukum Indonesia. Oleh karena itu,
terdapat beragam pengertian tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahrus Ali,
bahwa dalam memberikan deskripsi tentang pengertian tindak pidana tidaklah
mudah. Karena dalam pemberian definisi ini akan berkaitan dengan cara pandang,
batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Dijelaskan pula bahwa seorang
ahli hukum yang memberikan definisi terkait istilah tindak pidana berdasarkan cara
pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana,
begitu juga dengan definisi yang diberikan/dirumuskan oleh ahli hukum lainnya.*
Walaupun demikian, pada intinya terdapat maksud dan tujuan yang sama dalam
pengertian-pengertian yang dirumuskan nantinya.

Istilah tindak pidana merupakan suatu reaksi atas delik (perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang),

dan berwujud suatu nestapa yang dengan senggja ditimpakan negara pada pembuat

**Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 1.
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delik.” Frasa “tindak pidana” secara bahasa bermakna kejahatan (tentang
pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal.** Tindak pidana
sering disebut sebagal ius poenale. Secara istilah, ius poenale dirumuskan sebagai
sgjumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan
yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka
yang mewujudkanya.*?

Pada prinsipnya, pemaknaan terkait dengan istilah tindak pidana berkaitan
dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi tehadap perbuatan yang
dilarang tersebut. Dalam hal ini, Moelyatno memberikan definis tindak pidana
sebagal suatu bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara,
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-
perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/yang dilarang, dengan disertai dengan
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan
larangan tersebut.*?

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah jarimah atau
jinayat merupakan arti dari padanan kata tindak pidana. Y aitu suatu perbuatan yang
dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelangaran atas fisk atau jiwa, dan

pelakunya dikenakan sanks (‘ugqubat/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan

“Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, cet. 16, (Yogyakarta: Total
Media, 2014), him. 1.

“ITim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2012), him. 480.

*2Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana Satu (1), cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him.
1.

“Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 1-2.
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berupa hudud (hukuman had), maupun sanski ta’zir, sesuai dengan bentuk kejahatan
yang dilakukan pelaku.

Adapun kata ikhtilath, secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih.
Ikhtilath dalam pengertian syar’i maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan
laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan
oleh Islam.** Sedangkan pengertian ikhtilath menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9
tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan
dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan
kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka.

Difahami bahwa jarimah iktilath merupakan perbuatan yang dapat merusak
kehormatan seseorang. Oleh karena itu ISlam melarang menyalurkan hasrat biologis
pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang
dapat membangkitkatkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak
menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan
ikhtilath (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat
mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada

perbuatan zina.**

“http://www.dakwatuna.comTabarruj dan  Ikhtilath, diakses melaui  situs
http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Ggx1saGH. pada tanggal 09
agustus 2016

*Sayyid Sabig, Figh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2 (Terj. Asep Sobari,....dkk) (Jakarta: Al-
I’tishom, 2008), hIm. 600.
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2.2. Larangan Jarimah Ikhtilath

Umum dipahami bahwa agama Isdlam melarang perbuatan yang dapat
mengantarkan kepada perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina.
Lebih jauh dari itu, Islam bahkan melarang untuk bersuara dan berbicara yang dapat
mengarah pada hal-hal maksiat. Dalam hal ini, salah satunya bentuk perbuatan yang
dapat mengantarkan kepada zina seperti telah disebutkan yaitu iktilath, yang
merupakan awal dari perbuatan maksiat. ihktilath ini pula dapat mengantarkan
kepada perbuatan khalwat yang kemudian mengarah pada perbutan zina.

Bertalian dengan hal tersebut, 1bnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika
wanita diberi jalan berbaur (ikhtilath) dengan laki-laki merupakan pangka dari
kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki dengan perempuan merupakan sebab
terjadinya tindak kemesuman dan perzinaan.*® Ibnu Qayyim menambahkan bahwa
seorang imam atau pemerintah tidak boleh membiarkan wanita muda duduk-duduk
bersama dengan lelaki. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau
seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicuriga
(melakukan hal-ha maksiat), maka ha tersebut tidak ada aasan yang
menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran meraka diperbol ehkan.*’

Terdapat beberapa ayat Alquran yang secaratersirat terdapat |arangan berbuat
maksiat dengan jalan ikhtilath. Pada prinsipnya, larangan-larangan berbuat maksiat

yang terdapat dalam beberapa ayat a-Quran dan juga hadis Rasulullah,

**|bnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2000), him. 324.
“Ibid., him. 323.
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mengindikasikan pada adanya larangan perbuatan iktilath. Secara eksplisit memang
tidak ditemukan ayat-ayat Alquran ataupun hadis yang menegaskan kata pelarangan
ikhtilath, namun secara implisit larangan tersebut dapat dipahami dari keumuman
dalil nash yang mencakup larangan perbuatan ikhtilath tersebut. Di antara ayat
Alguran yang mengindikasikan pelarangan ikhtilath seperti tergambar dalam Surat

an-Nur sebagai berikut:

ﬁ/}}iéj‘dj-’ »P)ﬁ‘}k-;;ﬁr-"fﬂ-" ‘W\—J"“J*UJ"

(‘}’

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa

yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur: 30).

Pada ayat selanjutnya juga dinyatakan bahwa seorang perempuan
hendaknya agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pada dasarnya,
percampuran antara laki-laki dan wanita bukan mahram adalah dilarang. Dalam hadis
Rasulullah saw juga tergambar larangan berbaur di jalan antara laki-laki dan wanita.
Sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai

berikut:

vluj«ﬁlpwul.am\dy)cﬂm\mifgjmww\d\ )05 S
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Artinya: “....Dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknya Bahwasanya ia
pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berbicara saat

berada di luar magjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur

baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda

kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan

(terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah

kalian berjalan di pinggiran jalan.....”. (HR. Abu Daud No. 4588).%

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah telah mengatakan kepada
para wanita untuk berjalan dipinggir jalan ketika terjadi percampuran antara laki-laki
dan wanita, “Minggirlah kamu, karena sesungguhya kamu tidak berhak berjalan di
tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan”. Dalam kasus ini, perintah Rasul
ditujukan kepada para wanita yang berdesakan dengan para lelaki di jalan
menunjukkan terlarangnya ikhtilath. Untuk itu, larangan untuk berbuat ikhtilath pada

prinsipnya telah dijelaskan dalam gambaran umum baik dalam Alquran maupun

hadis.

2.3. Hukuman Ta’zir bagi Pelaku Ikhtilath

2.3.3. Pengertian Ta’zir

Kata ta’zir, di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata ‘azara yang
berarti man’u wa raddd (mencegah dan menolak). Ta’zir dapat berarti addaba

(mendidik) atau azhamu wa wagra yang bermakna mengagungkan dan

“http://www.dakwatuna.com.... Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016
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menghormati.*® Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus
Munajat yang paling tepat makna ta’zir sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah
al-man’u wa raddd, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai
ta’dib atau mendidik.”® Begitu juga seperti yang dinyatakan olenh Abdul Qadir
Audah, dimana kata ta’zir menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak
serta mendidik.>* Selain itu ta’zir secara harfish juga dapat diartikan sebagai
menghinakan pelaku kriminal karenatindak pidananya yang memalukan.>

Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya
seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Dinyatakan bahwa ta’zir sebagai
bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah
pelaku agar tidak mengulangi perbuatan ta’zir-nya. Ta’zir diartikan sebagai bentuk
pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia
menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.*

Jarimah ta’zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa
edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan
kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif

dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku

“lbrahim Unais, al-Mu’jam al-Wasit, dalam Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di
Indonesia, (Y ogyakarta: Teras, 2009), him. 177.

**Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., him. 177.

>!Abdul Qadir Audah, At-Tasyri” al-Jina’ al-Islami Mugarranan bil Qananil Wad’iy, ed.
In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), him.
99.

>>Abdur Rahman I.Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Putra Melton,
1992). HIm. 14.

>Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Isam wa Adillatuhu,
(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 208.
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perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.>* Jarimah ta’zir
menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu
atau bebergpa hukuman ta’zir. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam
hukuman untuk tiap-tiap tindak pidanata’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan
hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim
diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam
tindak pidanata’zir serta keadaan sipelaku.”

Said Hawwa menyatakan bahwa jarimah atau hukuman ta’zir merupakan
sgjumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan
sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang
sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya
diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan,
keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.*® Dari beberapa
penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman ta’zir tidak mempunyai batas-
batas hukuman tertentu, karena syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman,
mula dari yang seringan-ringannya sampal yang seberat-bertanya. Dengan kata lain,
hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena

hukumannya belum ditentukan oleh syara’.

>*Rokhmadi, Reformasi Hukum Pidana Islam, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), him.
66.

>Abdul Qadir Audah, At-Tasyri” al-Jina’i al-lslami Mugarranan bil Qananil Wad’iy, ed.
In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), him.
99.

**Said Hawwa, al-Islam, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta:
Gema Insani, 2004), him. 726.
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Keberadaan jarimah ta’zir dalam Islam telah diakui, serta dapat diterapkan
terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang intinya perbuatan tersebut belum ada
ketetapan sanksi hukumnya dalam nas. Pada jarimah ta’zir, Alquran dan Hadis tidak
menerangkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah, maupun hukumannya.®’
Dasar hukum disyari’atkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta’zir adalah at-ta’zir
yadurrd ma’a maslahah, artinya bahwa hukuman ta’zir didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam
masyarakat.”®

Landasan penentuan hukuman ta’zir adalah atas dasar adanya ijma’ ulama
berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum
semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik,
sosial, politik, finansial, atau mora bagi individu atau masyarakat secara
keseluruhan.>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta’zir merupakan
hukuman berupa pendidikan terhadap suatu perbuatan yang tidak ada dalil secara
jelas menetapkan hukuman tersebut. Untuk itu, perbuatan ikhtilath terdapat
larangannya, namun ketentuan hukumnya tidak dijelaskan dalam nas. Sedangkan
pemberlakukan hukuman ta’zir telah menjadi ijma’ ulama sebaga bagian dari

konstruksi hukuman bagi suatu perbuatan tertentu.

*’Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., him. 182.

**Mahrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, dimuat dalam Mahrus
Mungjat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., him. 182.

**Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 23.
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2.3.4. Hukuman bagi Pelaku Ikhtilath

Dalam fikih Islam, tidak disebutkan secara jelas mengena bagaimana
bentuk dan ukuran sanksi (hukuman) yang dapat diberikan kepada pelaku jarimah
ikhtilath. Namun demikian, secara umum hukuman tersebut berupa penjatuhan ta’zir
yang oleh pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan seberapa besar dan
bagaimana bentuk yang seharusnya diberikan. Dapat dipahami bahwa jarimah
ihkhtilath masuk dalam kategori jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan
terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Ahmad Wardi menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti
meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan isterinya, tidur bersama tanpa
hubungan seksual, dan sebagainya, merupakan bagian dari bentuk jarimah ta’zir
dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.®® Dalam hal
ini, memang tidak disebutkan secara tegas beberapa kejahatan seperti meraba-raba,
dan tidur dengan perempuan tanpa persetubuhan sebagai bentuk jarimah ikhtilath,
namun dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan yang tidak sampa pada terjadinya
zina itu merupakan bagian yang termasuk di dalamnya. Demikian pula mengenai
bentuk dan ukuran sanksi yang mesti dijatuhkan terhadap pelaku.

Akan tetapi, dalam penjatuhan hukuman ta’zir kepada pelaku ikhtilath,
secara umum harus mengacu pada 4 (empat) teori umum. Keempat teori tersebut

sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim a-Jauziyah sebagal berikut:

*Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 256.
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1. Hukuman ta’zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan
memperhatikan kondiri fisik terhukum. Dalam hal ini, peabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman ta’zir harus pandai dalam mengaktualisasikannya.

2. Hukuman ta’zir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Dalam teori
ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi’i, bahwa hukuman ta’zir terhadap
pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan muhrimnya, dan bergaul
bebas (berbuat ikhtilah) dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang
ditentukan syara’, tidak boleh melebihi hukuman had perzinaan.

3. Hukuman ta’zir bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman
had. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi’i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman
ta’zir tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80
(delapan puluh) kali cambukan.

4. Hukuman ta’zir maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan.
Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan
lainnya.®*

Dari keempat bentuk hukuman ta’zir seperti telah disebutkan di atas, maka
dapat dipahami bahwa batas maksima hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap
pelaku ikhtilath adalah tidak melebihi hukuman had perzinaan. Olah karena
perbuatan ikhtilath merupakan bagian dari bentuk kejahatan yang dapat mengarah

pada perbuatan zina, maka hukumannya tidak sampa pada hukuman yang telah

*lbnu Qayyim a-Jauziyah, Al-Thuriiq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, ed. In,
Hukum Acara Peradilan Islam, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2006), him. 190-191.
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ditentukan bagi pelaku zina, dimana pelaku zina yang telah terbukti dihukum hingga
mencapal 100 (seratus) kali cambuk dan diasingkan bagi yang belum menikah, dan
di rggam bagi yang telah menikah.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa hukuman ta’zir paling ringan
seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan
dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.
Dijelaskan pula bahwa hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman
yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya® Namun, secara
umum, dari akumulasi (sekumpulan) kriteria hukuman ta’zir, baik yang dinyatakan
oleh Ibnu Qayyim maupun Abdul Qadir Audah di atas, penjatuhan hukuman bagi
pelaku ikhtilath tentunya disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat pemerintah,
dalam batasan-batasan harus memperhatikan kondisi fisik pelaku, dan kemaslahatan
umum.

Aplikasi penerapan hukum bagi pelaku ikhtilath ini secara eksplisit dapat
dilihat dalam muatan materi hukum yang ada di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana hukuman bagi pelaku ikhtilat yaitu
‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak

300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.®

®>Abdul Qadir Audah, Al-TasyrT’ al-Jina’T al-Islami Mugaranan Bil al-Qanan al-Wad'7, ed.
In, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), him.
85.

®Dinas Syariat ISam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda
Aceh: Dinas Syariat ISlam 2015), him. 27.
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku
ikhtilath yaitu hukuman ta’zir, yang bentuk, ukuran, dan kriterianya diserahkan
secara penuh kepada pemerintah untuk memilih dan menentukannya. Penjatuhan
hukuman tersebut harus memberikan efek jera serta berdasarkan kemaslahatan
umum. Untuk itu, kriteria sanks bagi pelaku tersebut bisa berupa penjara,
peringatan, atau bahkan cambukan sebanyak tidak melebihi hukuman had zina, yaitu
bisa 40, 80, atau 30 kali cambukan seperti yang diterapkan di Aceh.

2.3.5. Pandangan Ulama tentang Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku
Jarimah Ikhtilath dalam I slam

Mengulang kembali maksud dari jarimah ikhtilath, yaitu suatu perbuatan
yang dilarang, karena akan merusak norma-norma agama. Dipahami pula bahwa
setigp tingkah laku yang akan membahayakan eksistensi norma agama, termasuk
juga membahayakan karengka etik yang dibangun berdasarkan agama, tentu akan
dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini yaitu ketentuan yang
termuat dalam fikih Islam), termasuk dalam perbuatan yang dimaksudkan adalah
ikhtilath. Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa
merupakan suatu kewgjiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki
dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.**

Larangan laki-laki berbaur dengan perempuan tidak hanya sebatas larangan

seperti tersebut di atas. Lebih jauh dari itu, Islam juga melarang berbaur dalam

*Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (terj: 1bn Ibahim), (Jakarta:Pustaka
Azzam, 2000), him. 323.
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aktivitas belgar. Dalam kaitannya dengan permaslahan tersebut, Abrurrahman al-1kk
menyatakan bahwa Islam memiliki aturan yang jika aturan itu dijaga dengan baik
maka umat akan terjaga dari bencana kebodohan dan fithah. Maka Islam tidak
menjadikan aktivitas belgjar sebagai sarana berbaurnya laki-laki dan perempuan
menjadi satu, meskipun demi alasan belgjar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Islam
tidak menjadikan tempa belgar sebagai tempat untuk merangsang dan memicu
timbulnya fitnah dengan memancing-mancing naluri biologis.®

Menurut Syalkh Muhammad bin lbrahim, ikhtilath lelaki dengan wanita
memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu ikhtilath wanita dengan mahramnya dari lelaki,
dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Kedua yaitu ikhtilath wanita dengan
lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran tentang haramnya.
Ketiga yaitu ikhtilath wanita dengan lelaki asing di tempat tempat ilmu, toko toko,
perpustakaan perpustakaan, rumah sakit rumah sakit, perayaan perayaan,
dan semisal itu, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya
menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah masing
masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim
menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan
diandisa mealui dua prsepktif. Prspektif pertama yaitu sesungguhnya Allah
menjadikan lelaki diatas kekuatan dan kecenderungan kepada wanita dan menjadikan

wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan

®Syaikh Khalid Abdurahman al-1kk, Tarbiyatul Abna’ wal Banat fi Dhau’il Kitab wa
Sunnah, ed. In, Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah, (terj: Umar Burhanuddin),
(Surakarta: Al-Qowam, 2010), him. 403.
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kelembutan. Maka bila terjadi ikhtilath timbul darinya pengaruh yang membawa
kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah dengan
yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintah dengan
kekejian dan kemunkaran.®

Perspektif kedua yaitu syariat ini dibangun atas maksud dan sarana. Dan
sarana dari suatu maksud yang menghubungkan kepadanya memiliki hukum yang
sama dengannya. Maka wanita adalah tempat pemenuhan keinginan lelaki. Dan
syariat menutup pintu pintu yang membawa kepada bergantungnya setiap orang dari

dua jenis tersebut dengan yang lain.®’

2.4. Pengertian Hukum Adat

Term “hukum adat”, memiliki dua kata yang berbeda dan memiliki makna
yang berbeda pula. Akan tetapi, kedua kata tersebut akan memiliki maksud tersendiri
ketika telah digabungkan dalam bentuk frasa. Hukum secara bahasa berarti
peraturan, atau sekumpulan aturan. Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai
peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia

dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam

**Artikel Ahlussunnah Zone, Hukum Ikhtilat (Bercampur-Baur) antara Wanita dan Lelaki,
dimuat dalam  https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baur-
wanita-dan-lelaki/. Diakses padatanggal 20 Oktober 2016.

*Ibid.
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masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh
penguasa.®® al-qadha (ketetapan) dan al-man (pencegahan).®®

Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau
seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat,
baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara
tertentu oleh penguasa.’® Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari
kata al-‘adah dan memiliki sinonim kata (mutaradif) dengan makna al-‘urf, yaitu
sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam
masyarakat.”*

Adapun frasa (pengabungan dua kata) “hukum adat” mengandung dua arti
dalam dua sudut pandang yang berbeda. Menurut pakar hukum positif, memberikan
definisi adat sebagai kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu Sis
kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara
umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat
pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam,
hukum adat diartikan sebagai peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan

berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya atau

**Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar |lmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indoensia, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), him. 45.

®*Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, cet. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru
van Hoeve, 2000), him. 571.

"Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), him. 5.

"Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), him. 363.
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sesuatu yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang
ucapan dan perbuatan tersebut.”

Hukum adat adalah system aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat
Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan
ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.”® Kansil mendefenisikan
hukum adat sebaga suatu hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan
masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan
perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).”* Hukum adat dapat juga dirumuskan
sebagal suatu komplek adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan
dan bersifat paksaan mempunyai sanks (hukum), jadi mempunya akibat hukum,
komplek ini disebut hukum adat.

Daam pembahasan hukum adat ini, dikena pula masyarakat hukum adat
(customary law), yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagal warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal
ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat (customary law) dapat juga diartikan
sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya

seperti teradisi, kebiasaan atau praktek-peraktek tertentu yang ada di lingkungan

7?Samir Aliyah, Nizham al-Daulah wa al-Qadha wa al-‘Urf fi al-lsam; Sistem
Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Idam, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta:
Khalifa, 2004), him. 495

”|lhami Bisri, Sstim Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di
Indonesia, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). him. 112.

"C.ST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 72.
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tersebut.”” Hukum adat sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang
didalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau
watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih
bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara.Sifat dan bentuknya
bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat
istiadat atau kebiasaan mereka sendiri.Sebagian besar masyarakat mencari dan
mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional, melalui adat
yang berlaku dalam masyarakat.”

Jadi yang dimaksud hukum adat dalam tulisan ini yaitu aturan yang hidup
dan diakui dalam masyarakat serta menjadi bagian dari tatanan cara berperilaku atas
sesame. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka
hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya, bagi
sigpa sgja yang melanggar norma hukum diwilayah tersebut akan dikenakan sanksi
hukuman menurut adat yang telah disepakati, dalam hal ini adalah wilayah hukum
adat yang ada di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh

Selatan.

>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. 4. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), him. 72.
"®Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil
dan Akuntabel, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), him. 1.
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PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH
MENURUT HUKUM ADAT KLUET TENGAH

3.4. Gambaran Umum Masyarakat Kluet Tengah

Disebutkan bahwa Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) merupakan
satu kesatuan wilayah adat yang terdiri dari 1 (satu) kemukiman, 13 (tiga belas)
Gampong atau Desa dengan Luas wilayah 19.600 ha dengan jumlah 6.744.
Kecamatan ini terletak memanjang mengikuti sungai Menggamat dan Sungai
Krueng Kluet (Lawe Melang). Secara administratif, Kecamatan Kluet Tengah
merupakan salah satu Kecamatan di Kebupaten Aceh Selatan. Secara geografis,
Kecamatan ini berada pada 97' 16" 00 - 97' 24" 30 Bujur Timur dan 03' 08" 45 -
03' 20" 40 Lintang Utara dengan kondisi alamnya berbukit-bukit yang didominasi
oleh lereng-lereng yang terjal. Wilayah Kecamatan Kluet Tengah 68,7% masih
merupakan hutan belantara.”’

Secara umum, Kluet merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi
Aceh, yang mendiami kawasan pada bagian pedalaman Krueng Kluet beserta anak
sungai Krueng Kluet yaitu Krueng Meungkap, Krueng Simpali dan Krueng
Menggamat. Menurut Bukhari, kawasan pemukiman suku Kluet yang berada di
pedalaman membawa pengaruh terhadap arus transportasi yang menghubungkan

Kota Banda Aceh ke Medan. Lokas tersebut berjarak £ 50 Km ke kota Tapak

""Dimuat dalam buku “Musyawarah Adat Kluet Tengah K ebupaten Aceh Selatan”.

40
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Tuan, dan + 500 Km ke Banda Aceh.”® Secara umum, suku Kluet sebagian besar
terdiri dari keturunan para korban banjir Laut Bangko yang menyelamatkan diri
ke daerah Kluet. Para penduduk suku Kluet telah tinggal di daerah tersebut mulai
abad | Masehi.”

Masih menurut Bukhari, bahwa tanah Kluet ialah daerah yang pada
awanya meliputi Kecamatan Bakongan, Kecamatan Kluet Selatan dan Kecamata
Kluet Utara. Pada zaman kolonia Belanda, daerah ini bernama ““Avdaling
Keujreun Van Kluet” yang masaitu ibu kotanya adalah Kandang. Selama otonomi
daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Bukhari dkk bahwa wilayah Kluet telah
dimekarkan menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kluet Selatan, Kecamaan
Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Rga dan Kecamatan
Kluet Timur.®® Adapun lokasi penditia ini yaitu Kecamatan Kluet Tengah,
K ebupaten Aceh Selatan.

Masyarakat Kluet Tengah merupakan penduduk Asli yang mendiami
daerah hulu sungai Kluet. Keberadaan masyarakatnya ditandai dengan adanya
bahasa Kluet dan sub etnis adanya orang Kluet. Sgjarah Kluet ini dimulai dengan
kedatangan sebuah rombongan dari Samudera Pasai yang dipimpin oleh seorang
Imam yang bernama Imam Geureudung pada abad ke XlIl. Setelah melihat
kesuburan tanah Kluet, maka Imam itu memutuskan untuk menetap di suatu
tempat yang bernama Paparik. Pemerintahan waktu itu dipimpin oleh datuk-datuk

dari tiga suku yang ada, yaitu Suku Pinem, Suku Selian, dan Suku Pelis ditambah

"®Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: tp, 1981), him. 78.
“Bukhari RA, dkk, Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah, (Banda Aceh: Ikatan
Kekel uars%aan Masyarakat Kluet (IKMK) Banda Aceh, 2008), him. 202.
Ibid.
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dengan Suku Chaniago yang untuk kemudian sebagai suku tamu berasal dari
Sumatra Barat. Geureudung dari Suku Pinem merupakan pimpinan pertama
mereka.®'

Dinyatakan pula bahwa beberapa masa kemudian tahta Kergjaan Kluet
diduduki oleh seorang rgja yang bernama Kilap Fgar, yaitu pada abad ke XIV.
Kilap Fgjar ini merupakan keturunan dari Sultan Alaudin Riayatsyah Alkahar atau
dikena oleh orang Kluet dengan nama Marhum Kahar. Saat itu, Kergjaan Kluet
meliputi tiga kecamatan, yaitu Bakongan, Kluet Selatan, dan Kluet Utara.®’
Namun setelah terjadi pemekaran, maka Kecamatan Kluet Selatan di mekar
menjadi Kluet Timur, dan Kecamatan Kluet Utara dimekarkan menjadi Kluet
Tengah.

Terkait dengan lokasi penelitian ini, bahwa pada tahun 2015, sebagaimana
dimuat dalam BPS (Badan Pusat Statistik) Aceh Selatan, bahwa Kecamaan Kluet
Tengah terdiri dari 13 desa yaitu Desa Koto Menggamat, Maaka, Lawe Melang,
Kampung Sawah, Kampung Padang, Pulo Air, Mersak, Simpang Duan, Simpang
Tiga, Jambo Papan, Koto Indarung, Siurai-urai, dan Desa Alur Kegjrun. Adapun
jumlah mukim di wilayah ini adalah sebanyak 2 mukim. Batas wilayah
Kecamatan Kluet Tengah adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan K ebupaten Aceh Tengara

2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara

3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasie Rgja

#Dimuat dalam buku “Musyawarah Adat Kluet Tengah Kebupaten Aceh Seletan”.
821 ti
Ibid.
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4. Di sebelah Timur berbatasan dengan K ecamatan Kluet Timur.®

Sebagal salah satu kecamatan Kabupaten Aceh Selatan, Kluet Tengah
memiliki jagjaran aparat untuk membantu memudahkan pemerintah daerah dalam
proses pelayanan publik. Dimana di setiap desa di samping terdapat Kepala Desa
atau Keuchik, juga dibantu dengan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Di saping
itu, dalam hal hubungan sosia keagamaan juga dibantu dengan Tuha Peut yang
juga berada di setiap desanya.

Adapun jumlah penduduk Kluet Tengah dari tahun ke tahunnya
mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014 mencapai 6.854 jiwa. Angka
ini merupakan angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya semakin meningkat,
yaitu pada tahun 2011 sgumlah 6.029 jiwa, pada tahun 2012 sejumlah 6.160 jiwa,
dan pada tahun 2013 sejumlah 6.245 jiwa.®

Terkait dengan perekonomian masyarakat Kluet Tengah, wilayah yang ada
dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat antara lain sebagai |ahan
perkebunan, ladang, sawah, kolam, bangunan. Dalam perkembangannya, ekonomi
masyarakat dewasa ini semakin meningkat. Kerana, ditopang oleh adanya indutri
atau proyek batu besi. Dalam hal ini, sebahagian tanah masyarakat yang masuk
dalam wilayah proyek tersebut, bahkan masyarakat pada umumnya (per kepala
keluarga) telah diberikan dana tunjangan oleh pihak perusahaan sgumlah Rp.

2.000.000/bulan.

®Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Tengah, 2015, him. 1.
Dimuat dalams itus. https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV 2/pdf publikasi/K ecamatan-Kluet-
Tengah-Dalam-Angka-2015.pdf, diakses padatanggal 13 Januari 2017.

#bid.



Dalam masalah pendidikan, ketersediaan fasilitas yang memadai untuk
pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan di bidang pendidikan. Oleh karena
itu, semakin lengkap ketersediaan fasilitas di bidang pendidikan maka akan sangat
mudah mendukung kegiatan belajar menggar yang akan mendorong mutu
pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu indikator tersebut adalah tercukupinya
sarana dan prasarana pendidikan. Selain ketersediaan bangunan sekolah,
kemajuan dibidang pendidikan juga dapat dilihat dengan menghitung rasio guru
sebagal tenaga penggjar. Semakin kecil jumlah rasio guru dan murid, maka akan
semakin cukup ketersediaan guru disuatu sekolah. Namun demikian, khusus di
Kecamatan Kluet Tengah, nampaknya sarana pendidikan masih sedikit. Hal ini
dapat diihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS Aceh Selatan, yaitu sebanyak 7
buah SD, 2 SMP dan 1 SMA. Dilihat dari jumlah desa yang banyak dan
wilayahnya yang luas, nampaknya sarana pendidikan hendaknya harus ditambah,
demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan tersebut. Hal ini
diperburuk dengan tidak ada satupun sekolah keagamaan, baik M1, MTs, maupun
MA 2

Tentunya, dengan tidak didukung oleh sarana tersebut, akan berpengaruh
pada kurangnya pengetahuan umum bahkan pengetahuan keagamaan. Terkait
dengan kondisi sosiad keagaman pada masyarakat Kluet Tengah, dapat diketahui
bahwa keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Kondisi tersebut
didukung oleh sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah telah

tersedia magid dan Menasah.Tercatat bahwa jumlah masjid di setiap desa

®Ibid.
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sebanyak satu magjid, ditambah dengan mushalla, terkecuali di Desa Siurai-Urai,

dimana di desa tersebut hanya ada satu mushalla.®®

3.5. Sekilas Tentang Konsep Hukum Adat Kluet Tengah

Secara umum dipahami bahwa dalam setiap wilayah, tentunya memiliki
sistem hukum yang membentuk masyarakanya, dan menjadi acuan dalam
bertingkah laku dan bersikap bagi masyarakat tersebut. Demikian juga adanya di
Kecamatan Kluet Tengah, terlihat sistem hukum adat yang begitu kental, dimulai
dari hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan, bahkan hukum yang
berkaitan dengan tindakan kriminal, atau sering disebut dengan hukum pidana,
atau dalam fikih Islam sering disebut sebagai hukum jinayat.

Terkait dengan hal tersebut, di Kecamatan Kluet Tengah telah dibukukan
mengenai aturan-aturan adat bagi masyarakatnya, yang terhimpun dalam buku
“Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah Kebupaten Aceh Selatan”, yang
ditandatangani oleh 13 Keuchik pada tahun 1999 dan telah direvisi pada tahun
2012. Dalam buku tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan dan pemberlakuan
hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah sebagai realisasi atas keistimewaan
Provins Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus
masyarakat, khususnya di Kecamatan Kluet Tengah sebagai bagian dari wilayah
Aceh yang notabene diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, manifestas atau
perwujudan dari bentuk keistimewaan tersebut adalah dalam hal aturan adat,

dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu hukum Islam.

®Ibid.
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Secara eksplisit, disebukan bahwa tatanan hukum yang dimuat dalam
peraturan perundang-undangan belum mampu untuk menegakkan keadilan dalam
masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2012, segenap unsur yang ada di Kecamatan
Kluet Tengah membentuk musyawarah adat, membuat beberapa aturan umum,
baik mengenai hukum perkawinan bahkan hukum pidana sekalipun. Hal ini
berguna untuk mengatasi ketimpangan penyelesaian hukum (melalui hukum
positif) yang belum biasa diterapkan secara menyeluruh oleh penegak hukum.
Oleh Karena itu, perumusan hukum adat yang selama ini telah turun temurun
dilaksanakan, kemudian dibukukan dalam bentuk rumusan-rumusan umum.
Sehingga, dalam menyelesaikan setiap masalah dapat secara mudah dilakukan,
karena ada panduannya.

Pada dasarnya, sebelum ada pembukuan hukum ada yang ada di Kluet
Tengah, sgjak dahulu penyelesaian-penyelesaian suatu masalah hukum, baik
perdata, khususnya masalah keluarga, juga hukum pidana itu diselesaikan
berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun hidup dalam masyarakat. Hal
ini sebagaimana dijelaskan oleh Amrullah (Keuchik Gampong Padang), bahwa
hukum yang diberlakukan di Kluet Tengah secara umum berdasarkan adat
setempat. Beliau menambahkan bahwa dalam hukum pidana misanya,
penyelesaian kasus-kasus yang ada, khususnya di Gampong Padang diselesaikan
berdasarkan adat. Penyelesaian tersebut dilakukan baik sebelum dibukukannya

hukum adat, maupun setelahnya.®’

8Hasil wawancara dengan Amrullah, Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Kluet
Tengah, Aceh Selatan, padatangga 24 Desember 2016.
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Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Lebod, salah seorang Imum
Majid Gampong Pulo Air, dengan transkrip hasil wawancara sebagai berikut:
“Pada umumnya, di daerah Kluet Raya dan terkhusus di Kluet Tengah,
setigp masalah hukum diselesaikan paling tidak berdasarkan kekeluargaan.
Namun, kebanyakan kasus yang ada seperti pemukulan, perzinaan, bahkan
sumbang (iktilath: penulis), diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hal ini
telah berlaku umum bagi masyarakat, dan pelaksanaannya pun telah ada
sebelum dibukukannya hukum adat pada tahun 1999 yang telah direvis
pada tahun 2012. Di Kluet Tengah umumnyatidak satu permasalahan pun
yang tidak diselesaikan melalui hukum adat. Terkecuali dalam beberapa
kasus sgja yang sampai pada kepolosian yang disel esaikan menurut hukum
Undang-Undang”.®
Namun demikian, terkait dengan awal berlakunya hukum adat di Kluet
Tengah tidak ada keterangan yang pasti. Tetapi, sebagaimana yang dituturkan
oleh beberapa Petua Adat atau dalam istilah bahasa Kluet disebut dengan “Tetuo
Kampung”, bahwa adat dan reusam Kluet secara umum telah berlaku semenjak
suku Kluet mendiami wilayah Aceh, khususnya di kawasan Kluet Raya. Informasi
ini diperoleh dari keterangan Ibrahim, mantan Keuchik Gampong Padang (Gecik
Tuo).®? Jika dilihat dalam buku “Musyawarah Adat Kluet Tengah”, bahwa dapat
dipahami pada abad Ke XIllI, sgarah Kluet di datangi dengan sebuah rombongan
yang dipimpin oleh Imam Geureudung sebagaimana telah dikemukakan pada
bagian awal bab ini. Kemudian pada abad Ke X1V telah ada Ragja yang diduduki
oleh Kilap Fgar, tentunya hal ini merupakan indikas dari permulaan dari

pemberlakuan tatanan hukum adat di wilayah Kluet. Untuk itu, secara pasti

memang tidak dapat ditetapkan sgjarah awa hukum adat Kluet.

®Hasil wawancara dengan Lebod, Imum Masjid Gampong Pulo Air, Kecamatan Kluet
Tengah, Aceh Selatan, padatangga 24 Desember 2016.

®Hasil wawancara dengan Ibrahim, mantan Keuchik Gampong Padang, K ecamatan K luet
Tengah, Aceh Selatan, padatangga 23 Desember 2016.
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Terkait dengan materi hukum adat yang telah dibukukan, paling tidak
sistem hukum adat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah dapat dibagi ke dalam 3
(tiga) bagian hukum, yaitu hukum keluarga adat, hukum pidana adat, dan hukum
perlindungan lingkungan hidup.

Khusus dalam masalah hukum pidana, rumusan aturannya lebih banyak.
Paling tidak terdapat 4 (empat) aturan yaitu: Pertama, masalah “Malu Rejo™.
“Malu Rejo” yaitu suatu hal atau salah satu bentuk kesalahan di mata adat yang
kesal ahan tersebut dapat membuat aib atau rasa malu yang sangat besar di dalam
masyarakat. “Malu Rejo” ini di bagi ke dalam beberapa materi hukum, yaitu
sebagal berikut:

1. Seseorang yang masuk ke dalam kamar yang bukan muhrim.

2. Memukul isteri di dalam maupun di luar rumah.

3. Memukul adik perempuan, baik di daam rumah maupun di luar rumah.
Dimana, yang memukul ini telah tergolong dewasa.

4. Mengintip perempuan mandi, bailk ditempat pemandian umum, sungai,
maupun di dalam rumah.

5. Dilarang mandi dengan menggunakan celana dalam di sunga atau di tempat
keramaian.

6. Berkelahi di tempat pemimpin adat atau hukum.

7. Melempar buah-buahan dan mengenai orang.

Ke 7 (tujuh) aturan tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanks adat

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu membayar se ekor Kambing
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berikut dengan perlengkapannya, ditambah dengan sanks lain sesuai dengan
kesepakatan tokoh adat pada saat menyel esaikan masal ah-masal ah tersebut.
Kedua, di samping “Malu Rejo”, hukum pidana adat di Kecamatan Kluet

Tengah juga mengatur masalah yang dinamakan dengan “Gempar Malu”, yaitu

suatu bentuk kesalahan yang berakibat pada kegemparan dan keresahan

masyarakat, dimana kesalahan tersebut telah direncanakan (senggja) sebelumnya.

Adapun kriteria kesalahan dalam “Gempar Malu” ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan mengenai tidak diperbolehkannya seorang isteri atau perempuan pada
umumnya menaiki rakit (sampan/perahu), baik dilakukan di siang hari
maupun di malam hari. Jika dilakukan maka akan dikenakan sanks adat
dengan membayar satu ekor Kambing Lengkap.

2. Aturan mengenai larangan sepasang suami isteri tidur di pondok kecil, atau
dalam istilah bahasa Kluet yaitu “rumah kawe”, yang biasa berada di
persawahan dan perkebunan. Jika dilakukan maka akan dikenakan sanksi adat
dengan membayar satu ekor Kambing.

3. Aturan mengenai larangan seorang suami meninggalkan isteri di dalam hutan,
dimana sanksinya adal ah satu ekor Kambing.”

4. Berkelahi di dadam magid atau mushalla, berkelahi di tempat keramaian
(pecan atau pasar), memekik atau menjerit pada malam hari ketika telah
mencapai pukul 22,00 malam. Setigp orang yang melakukan kesalahan

tersebut akan dikenakan sanksi adat sebesar satu ekor Kambing.

“Dimuat dalam buku Musyawarah Adat K ecamatan Kluet Tengah.
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5. Aturan mengenai larangan makan sambil berjalan, seorang laki-laki melewati
tempat pemandian perempuan tanpa mengucapkan kata-kata “bo” dan pihak
perempuan yang mandi mengucapkan “laus”, maka dalam hal ini pelaku
dikenakan sanksi adat yaitu satu hiding Apam.

6. Larangan bagi perempuan berjalan di tengah malam.

7. Larangan seseorang mengganggu isteri orang lain, jika kemudian dilanggar
maka pelaku dikenakan sanksi satu ekor Kerbau.

8. Larangan perzinahan, dengan sanki bagi pelaku zina ditenggelamkan di
suangai dengan menggunakan kayu bercabang atau diasingkan ke hutan
selama 1,5 tahun.

Ketiga, yaitu aturan hukum pidana dalam masalah perkelahian. Meski
aturan perkelahian ini menjadi bagian dari hukum pidana, namun dalam
masyarakat hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah memandang perlu
mengaturnya. Aturan mengenal larangan perkelahian tersebut dimulai dari
perkelahian tanpa menggunakan alat seperti pisau dan lain sebagainya, hingga
perkelahian dengan menggunakan aat. Dalam hal ini, akan dikenakan sanksi
berdasarkan hasil musyawarah adat. Adapun jika perkelahian tersebut dilakukan
di Rumah Keuchik, perkelahian di sawah pada saat sawah telah ditanami dan
sampai pada saat panen, perkelahian yang salah seorang pelaku telah melarikan
diri ke dalam magjid atau mushalla, sedang satu pelaku lagi menghadangnya di

dalam magjid, maka perkelahian jenis ini akan dikenakan sanksi adat sebesar satu
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ekor kambing. Termasuk akan dikenakan sanks tegas adalah bagi yang
melakukan provokator dalam masalah perkelahian.”

Keempat, yaitu aturan hukum pidana adat tentang sumbang atau dalam
istilah fikih dapat dinamakan dengan ikhtilath. Dalam nuku “Musyawarah Adat
Kecamatan Kluet Tengah”, kata “sumbang” diartikan sebagai suatu kesalahan
daam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara lelaki dan perempuan
menurut pandangan adat dan hukum/syari’at. Dalam pembahasan ini, akan lebih

rinci dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

3.6. Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Kecamatan Kluet Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan.

Kasus ikhtilath (berbaurnya laki-laki dengan perempuan) pada prinsipnya
ditemua di berbagai wilayah, baik di Aceh secara umum, dan secara khusus di
Kecamatan Kluet Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan ikhtilath
ini merupakan erat kaitannya dengan memudarnya sistem nilai yang baik dalam
masyarakat, khususnya ditujukan pada pemuda dan pemudi. Di samping itu,
lemahnya sistem hukum yang ada juga berpengaruh pada terjadinya perbuatan
ikhtilath. Untuk itu, terkait dengan sistem hukum ini, tentu harus dibarengi dengan
adanya peran dari masyarakat dalam menanganinya.

Daam hal ini, khusus yang terjadi di Kluet Tengah, bahwa dalam kasus
ikhtilath, masyarakat atau lebih tepatnya lembaga adat memiliki peran dalam

menangani dan menyelesaikannya. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan dua

*'Dimuat dalam buku Musyawarah Adat K ecamatan Kluet Tengah.
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sub bahasan, yaitu peran lembaga adat dan sanksi yang diberikan bagi pelaku
ikhtilath di Kecamatan Kluet Tengah.

3.3.3. Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus I khtilath di Kecamatan
Kluet Tengah

Terhadap kasus-kasus ikhtilath yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah,
diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap
gampong. Karena, dalam tiap gampong telah ada Tuha Peut yang terdiri dari
Ketua Tuha Peut dan perangkatnya, Keuchik, Imum Magjid, Ketua Pemuda, dan
beberapa tokoh masyarakat lainnya. Menurut keterangan Syahrul, yang menjabat
sebagal Ketua Tuha Peut Gampong Padang, menyatakan bahwa lembaga adat di
Gampong padang khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus
ikhtilath (dalam istilah bahasa Kluet disebut dengan sumbang).” la menambahkan
bahwa kasus sumbang atau iktilath, murni diselesaikan melalui lembaga adat.
Meskipun dalam Qanun Aceh telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun
tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena
masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan
hukum adat, di samping hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku ikhtilath telah
mampu untuk membuat efek jera bagi masyarakat.”

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga adat memiliki
peranan yang sangat penting dalam menangani kasus ikhtilath. Selanjutnya,

diperoleh juga keterangan dari salah seorang warga yaitu Risman, bahwa lembaga

®Hasil wawancara dengan Syahrul, K etua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan Kluet
Tengah, Aceh Selatan, padatangga 24 Desember 2016.
BIbid.
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adat yang meliputi unsur-unsur seperti Tuha Peut dan perangkat Gampong lainnya
pada prinsipnya dibantu oleh masyarakat setempat, mulai dari pelaporan adanya
pelaku yang melakukan ikhtilath hingga penyelesaiannya melalui musyawarah
adat.”*

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Ramli, salah seorang Ketua Tuha Peut
Gampong Mersak bahwa lembaga adat di tiap-tiap gampong di Kecamatan Kluet
Tengah memiliki peranan penting dalam menangani tiap-tiap kasus yang terjadi
dalam masyarakat secara umum, dan khususnya dalam masalah sumbang atau
ikhtilath. Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pada tiap-tidap Gampong di Kecamatan Kluet Tengah berperan tidak

hanya dalam kasus hukum pidana sgja, tetapi juga berperan dalam

menyelesaikan kasus-kasus perdata, seperti sengketa lahan baik pertanian
maupun perkebunan. Khusus dalam masalah ikhtilath, di samping lembaga
adat sebagai wadah dalam menyelesaikan kasus tersebut, juga sebenarnya
dibantu oleh warga. Karena, sgauh ini, kasus-kasus yang dapat
diselesaikan hingga pada musyawarah adat diperoleh dari adanya laporan
dari warga atas adanya perilaku tersebut. Lembaga adat secara pribadi

tidak secara langsung mencari kasus-kasus ikhtilath. Namun, kasus
tersebut biasanya hasil dari adanya laporan warga”.*

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa lembaga adat yang ada di
tigp-tiap gampong di Kecamatan Kluet Tengah bersama-sama dengan seluruh
masyarakatnya berperan dalam menangani kasus ikhtilath, mula dari adanya
pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut, hingga pada tahap penyelesaiannya
yang dilakukan dengan musyawarah perangkat adat. Terkait dengan proses
penyelesaiannya, kasus ikhtilath ini diselesaikan di Rumah Keuchik, yang dihadiri

oleh seluruh perangkat adat sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya.

%Hasil wawancara dengan Risman, warga Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah,
Aceh Selatan, padatanggal 24 Desember 2016.

®Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Tuha Peut Gampong Mersak, Kecamatan K luet
Tengah, Kebupaten Aceh Selatan, padatanggal 18 Januari 2017.



Keterangan tersebut di atas dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara
dengan tokoh adat. Salah satunya Syahrul selaku Ketua Tuha Peut Gampong
Padang menyatakan yaitu sebagai berikut:

“Terhadap penyelesaian kasus ikhtlath yang dilakukan di Kampung ini

(Gampong Padang: Penulis), diawali dengan adanya laporan warga kepada

pemuda. Dalam hal ini, pemudalah yang menangkap pelaku dan membawa

pelaku pada hari itu juga ke rumah Keuchik dan dilakukan penahan.

Biasanya paling lama satu mingga. Pelaku laki-laki secara khusus ditahan

di Rumah Keuchik, dan pelaku perempuan ditempatkan sesuai dengan

arahan Keuchik. Dalam masa penahanan ini para perangkat adat kemudian

yang meliputi Tuha Peut, Ketua Pemuda atau yang mewakili beserta satu
anggotanya, Keuchik, dan Tgk. Imum Magid menetapkan hari akan

disindangkannya para pelaku, yang pelaksanaannya nanti dilakukan di
Rumah Keuchik”.%®

Daam ha ini, pemuda berfungs sebagai pihak yang melakukan
penangkapan, dismping ia juga termasuk unsur yang ada dalam proses
musyawarah adat. Kaitannya dengan peran lembaga adat Kluet Tengah, empat
unsur utama dalam musyawarah adat di tigp-tigp gampong dijadikan sebagai
penegak hukum atas kasus-kasus yang ada. Di Gampong Merask juga sama,
bahwa pelaku ikhtilath diawali dengan laporan masyarakat kepada pemuda yang
kemudian disidangkan di Rumah Keuchik.

Penyelesaian kasus ikhtilath yang dilakukan dengan musyawarah adat
gampong harus dihadiri oleh keluarga pelaku, baik dari pihak perempuan dan
pihak laki-laki. Dalam musyawarah tersebut, juga diminta keterangan atas
keluarga pelaku, baik mengenai sanksinya yang notabene telah ditetapkan dalam
peraturan adat, juga terhadap kelanjutan hubungan mereka sehingga diupayakan

tidak lagi diulangi kedepannya.

®Hasil wawancara dengan Syahrul, K etua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan Kluet
Tengah, Aceh Selatan, padatangga 24 Desember 2016.
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Ramli selaku Ketua Tuha Peut Gampong Mersak menyatakan bahwa
paling tidak ada dua kasus sumbang atau ikhtilath yang terjadi pada tahun 2013
dan 2015, yaitu antara Rus dengan Linda dan Kas dengan Nur. Berdasarkan
keterangannya, bahwa kedua pelaku melakukan sumbang duduk. Dimana,
keduanya dilaporkan warga karena pihak laki-laki berada di dalam rumah
perempuan tanpa di dampingi oleh muhrim. Atas adanya laporan warga, pihak
pemuda kemudian menangkap kedua pelaku dan membawa ke Rumah Keuchik
untuk dimintai keterangan berikut dengan penahanan.®’

Berdasarkan informasi yang ada bahwa kedua pasangan tersebut setelah
diberikan sanksi dari pihak adat, kemudian melakukan pernikahan atas adanya
rumbuk pakat dari kedua keluarga yang bersangkutan. Prinsipnya, perkawinan
mereka bukan merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan, namun hal
tersebut hanya berupa hasil kesepakatan atas kedua keluarga dalam hal menutupi
aib keluarga, meskipun tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama,
seperti zina.*®

Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa
Lambaga Adat Kluet Tengah, khususnya di tiap-tiap Gampong memiliki peranan
dalam menyelesaikan kasus ikhtilath. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan
adanya imbangan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau

melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, antara tokoh adat secara khusus dan

9Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Tuha Peut Gampong Mersak, Kecamatan K luet
Tengah, Kebupaten Aceh Selatan, padatanggal 18 Januari 2017.

®Hasil wawancara dengan Gibut, warga Gampong Mersak, Kecamatan Kluet Tengah,
K ebupaten Aceh Selatan, padatanggal 18 Januari 2017.
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masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling mambantu dalam

menangani kasus ikhtilath.

3.3.4. Sanks Jarimah Ikhtilath dalam Hukum Adat

Merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam buku “Musyawarah Adat
kecamatan Kluet Tengah” yang juga telah dimuat pada bab satu sebelumnya,
bahwa setiap pelaku ikhtilath, baik dalam kategori pelaku sumbang duduk maupun
sumbang berdiri akan dikenakan sanks hukum adat yaitu berupa satu ekor
Kambing lengkap ditambah dengan hukuman lainnya sesuai dengan keputusan
hasil musyawarah adat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan di bawah ini:

1. “Sumbang duduk, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan
yang bukan muhrimnya didalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka
pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar. Bila didalam kendaraan roda
empat, sumbang duduk seorang lelaki duduk berduaan dengan seorang
perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar,
misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat
dan situasi lain yang menurut adat serta syari’at Islam sudah di
larang”.

2. “Qumbang berjalan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan
seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan
di saat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki
berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan

muhrimnya. Sumbang ini dalam ketentuan adat masyarakat manggamat
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akan dikenakan satu (1) ekor kambing lengkap, dan di tambah denda
hukuman lain yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat”.*

Sebagaimana keterangan dari Syahrul, bahwa hukuman pelaku ikhtilath
dengan membayar seekor Kambing, pada dasarnya diperuntukkan pada seluruh
warga gampong. Namun, kenyataannya masyarakat kebanyakan tidak hadir.
Untuk itu, satu ekor Kambing tersebut diberikan kepada para pemuda untuk
kemudian dimakan secara bersama-sama.'®® Berdasarkan beberapa informasi
lainnya, salah satunya seperti dinyatakan oleh Ngiman bahwa hukuman atau
sanks atas pelaku ikhtilath telah mudah untuk ditetapkan, hal ini karena telah
dimuat dan dapat dirujuk secara langsung dalam buku hasil musyawarah adat.
Untuk itu, setigp kasus diselesaikan dengan sanski hukum sebagaimana hasil
kesepakatan adat, yaitu satu ekor Kambing lengkap.'™*

Namun demikian, ia menambahkan bahwa jika para tokoh adat yang
menyelesaikan kasus tersebut memandang perlu untuk menambah hukuman lain
selain ketetapan dalam buku musyawarah adat, maka hal tersebut bisa dilakukan.
Najiman memberikan contoh hukuman lain tersebut misalnya dengan menambah
sgjumlah uang, harus menyediakan pinang cerano (sekapur sirih) dan lainnya
yang hal ini murni kebijakan tokoh adat tersebut.'%>

Terkait dengan penambahan hukuman atas pelaku ikhtilath, biasanya

dilihat pada tingkat ikhtilath yang dilakukan. Syahrul menjelaskan bahwa

9K eputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.
190 asil wawancara dengan Syahrul, Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan
Kluet Tengah, Aceh Selatan, padatanggal 24 Desember 2016.
19l asil wawancara dengan Najiman, Warga Gampong Kampung Sawah, Kecamatan
Kluet Te?ogah, Aceh Selatan, padatanggal 19 Januari 2017.
1bid.
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penambahan hukuman selain dengan membayar seekor Kambing, ditujukan dan
dilihat pada parah tidaknya tindakan ikhtilath yang dilakukan. Jika hanya sekedar
sumbang berjalan misanya dengan berboncengan di atas kreta pada tempat-
tempat yang ditempat yang melanggar adat, salah satunya di jalan umum yang
tidak sampai hal-hal yang dilarang keras dalam agama, maka hal ini cukup dengan
memberikan sanks satu ekor kambing. Namun, jika pelaku melakukan sumbang
duduk dalam arti duduk di dalam rumah berduaan dengan melakukan hal-hal yang
dilarang, seperti berpelukan, maka kondisi seperti ini memungkinkan bagi pihak

adat untuk menambah sanksi hukum atas pelaku.®®

1% 4asil wawancara dengan Syahrul, Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan
Kluet Tengah, Aceh Selatan, padatanggal 24 Desember 2016.
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PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH MENURUT
HUKUM ISLAM ATAU QANUN

4.1. Tinjauan Hukum lIslam Terhadap Jarimah Ikhtilath

Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan di ancam
dengan suatu hukuman. Termasuk ancaman tersebut ditujukan pada perbuatan-
perbuatan maksiat, khususnya perbuatan dimana laki-laki berbaur dengan
perempuan (ikhtilath). Dalam fikih, dipahami bahwa perbuatan jarimah iktilath
merupakan bentuk kegahatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya secara
tegas, baik dalam Alguran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan dalam
teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum
diterangkan secara pasti tentang sanksi hukumnya, pemerintah atau hakim
berwenang dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk jenis perbuatan
yang belum ditetapkan sanks tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman
ta’zir.'*

Islam memandang bahwa ikhtilath merupakan salah satu perbuatan yang
dapat menjurus pada zina. Untuk itu, perbuatan tersebut dilarang sebagaimana

dapat dipahami dari bunyu surat al-1sra’ ayat 32 sebagai berikut:

P

z _ /,.//://. - }ﬂ e "/i: -

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-lsra’: 32).

1%said Hawwa, al-Islam, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta:
Gema Insani, 2004), him. 726.
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Dari ketentuan ayat di atas, secara umum dipahami bahwa segala bentuk
perbuatan yang dapat mendekati zina, maka itu dilarang dalam agama. Termasuk
larangan yang terdapat pada ayat tersebut adalah ikhtilath. Perempuan atau laki-
laki yang diberi jalan berbaur atau melakukan ikhtilath lawan jenis merupakan
pangka dari kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut
menjadi penyebab terjadinya tindak perzinaan.'® Meskipun perbuatan tersebut
dilarang, namun jika dilihat bentuk sanksinya, hal inilah kemudian menjadi bagian
dari tugas ulama untuk menetapkan.

Dalam hadis Rasulullah saw, juga dijelaskan tentang larangan untuk

berbuat ikhtilath, yaitu sebagaai berikut:
810 b @St ugY 1 JB ghug adde Al foo ) Jgwy OV & ol 5
(e 5 5 013)) 3 3 & bl

Artinya “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda:
janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-
sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya. ” (H.R.
Bukhari dan Muslim)

Daam kaitannya dengan permasalahn tersebut, 1bnu Qayyim menyatakan
bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan perempuan dan laki-laki untuk
berbaur (ikhtilath) satu sama lain. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita

pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak

%|bnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. In, Firasat, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2000), him. 324.
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dicuriga (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang
menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran meraka diperbol ehkan.'®

Dapat dijelaskan juga bahwa dalam Islam, perbuatan ikhtilath bagian dari
perbuatan jarimah, dimana perbuatan khtilath ini belum ditentukan sanksi
hukumnya, untuk itu hukuman yang dapat dijatunkan adalah ta’zir. Artinya,
pemerintah atau hakim dapat menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Dapat
dipahami juga bahwa jenis dan ukuran ta’zir tersebut bisa berupa nasehat, denda,
pengasingan, atau hukuman cambuk, sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua

sebelumnya mengenai macam-macam sanksi ta’zir.

4.2. Tinjauan Hukum Isam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian
Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Kluet Tengah

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga sebelumnya bahwa dalam
hukum adat Kluet Tengah, jarimah ikhtilath atau dalam istilah bahasa Kluet
disebut dengan “sumbang”, merupakan bagian dari bentuk pelanggarah hukum
adat. Untuk itu, jenis pelanggaran ini akan diselesalkan menurut hukum adat
Kluet Tengah, yaitu pelaku akan dikenakan sanksi satu ekor Kambing lengkap.
Penetapan sanks tersebut tentunya melalui prosedur penyelesaian, yaitu diawali
dengan pelaporan dari masyarakat atas adanya perbuatan ikhtilath, pemeriksaan,
hingga pada tahap musyawarah adat, sebagaimana penjelasan rincinya telah
dipaparkan pada bab tiga sebelumnnya.

Jika ditinjau proses penyelesaian jarimah ikhtilath yang ada di lapangan

melalui hukum Islam, bahwa proses penyelesaian tersebut tidak menyalahi

19 hid., him. 323.
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hukum, karena prosedur penyelesaiannya adalah dilakukan oleh pemerintah
gampong. Dalam Islam, memang tidak dijelaskan terkait dengan proses hukum
dalam menyelesaikan kasus-kasus jarimah ikhtilath, namun intinya adalah proses
pel aksanaannya, berikut dengan penentuan jenis sanksi atas pelaku sepenuhnya
diserahkan kepada pihak yang berwenang.'®” Termasuk pihak yang berwenang
tersebut adalah pemerintah gampong, khususnya seperti yang ada di Kecamatan
Kluet Tengah, Aceh Selatan.

Namun demikian, nampaknya bentuk sanksi yang ditetapkan atas pelaku
ikhtilath sebagaimana yang diberlakukann di Kluet Tengah, tidak sesuai bahkan
sangat jauh berbeda dengan bentuk sanks yang telah diatur dalam Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di mana, hukuman bagi pelaku
ikhtilat dalam Qanun tersebut yaitu ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh)
kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling
lama 30 (tiga puluh) bulan.'®®

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah
proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat dengan Hukum adat Kluet Tengah juga berbeda. Di
mana, proses penyelesaian kasus ikhtilath di dalam Qanun Jinayat dilakukan
melalui sidang resmi di Mahkamah Syar’iyyah. Untuk itu, dapat disimpulkan
bahwa antara ketentuan ganun dengan hukum adat Kluet Tengah sama sekali

berbeda penyel esaiannya.

197 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri” al-Jina’1 al-1slami Mugarranan bil Qantnil Wad’iy, ed.
In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007),
him. 99.

1%Djnas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda
Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), him. 27.
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Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-
kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh
beberapa Qanun Aceh, misanya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008
tentang Lembaga Adat. Kedua ganun tersebut di satu sis menjadi indikasi
keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh
berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan
Aceh.

Keputusan bersama antara kepolisian, gubernur, MAA, 1AIN Ar-Raniry,
Bala Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2008. Dalam MoU
tersebut disebutkan bahwa adakal anya proses pendekatan permasalahan ketertiban
masyarakat dan kejahatan diselesaikan tidak hanya melalui ranah hukum pidana,
tetapi juga melalui hukum adat. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan rasa
aman di dalam masyarakat itu sendiri. Peluang besar hukum adat dalam
menyelesaikan hukum permasalahan yang ada dalam masyarakat adat didukung
dengan adanya lembaga semi pemerintahan yaitu Mgjelis Adat Aceh (MAA) dari
tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. MAA untuk tingkat provinsi disebut
dengan MAA provins, MAA untuk kabupaten/kota disebut dengan MAA
kabupaten/kota dan MAA untuk kecamatan disebut dengan MAA kecamatan.'®

Namun demikian, penjelasan dadam buku Pedoman Peradilan Adat di
Aceh, MAA membatasi beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat

dan di luar wewenang peradilan adat. Adapun batasan kewenangan adat dalam

1®Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil
dan Akuntabel, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), him. 19.



menyel esailkan masalah yang ditetapkan oleh MAA adalah dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel: Kewenangan Peradilan Adat di Aceh

No. | KEWENANGAN PERADILAN | DI LUAR KEWENANGAN
ADAT PERADILAN ADAT
1 Pembatasan tanah Pembunuhan
5 Pelanggarar) dalam bersawah dan Pemerkosaan
pertanian lainnya
3 Perselisihan antar keluarga Narkoba, ganja dan sgjenisnya
4 | Wasiat Pencurian berat
5 Fitnah Subversif (membangkang terhadap
negara)
6 Perkelahian Penghinaan terhadap pemerintah
yang sah
7 Perkawinan Kecelakaan lalu lintas berat
8 Masalah pel epasan ternak Penculikan
9 Kecelakaanlalullntas(kecelakaan K halwat
ringan)
10 | Ketidakseragaman turun ke sawah | Perampokan bersenjata

Sumber: Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh.™™

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khusus dalam masalah
ikhtilath yang diselesakan di Kecamatan Kluet Tengah, juga nampaknya
bertentangan dengan ketentuan MAA yang memberikan wewenang hanya pada
kasus-kasus tententu, tidak kasus ikhtilath. Pada tabel di atas, jelas bahwa kasus
khalwat dan juga masuk didalamnya kasus ikhtilath bukan menjadi wewenang
peradilan adat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus ikhtilath
yang ada di Kecamatan Kluet Tengah bertentangan dengan Qanun Jinayat
maupun dalam ketentuan buku Mgjelis Adat Aceh seperti telah disebutkan di atas.

Karena, kasus ikhtilath tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga adat.

19\1gjelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil
dan Akuntabel, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), him. 23.
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4.3. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Kluet
Tengah
Dari uraian-uraian sebelumnya terkait dengan tinjauan hukum Islam dan

Hukum Adat Kluet Tengah daam menyelesaiakan kasus ikhtilath, menurut

penulis dapat dilihat dan dianalisa melalui dua permasalahan penting, yaitu

sebagal berikut:

1. Dalam fikih disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang belum ditetapkan
secara tegas sanks hukumnya dalam Alquran dan Hadis (salah satunya
perbuatan ikhtilath), maka akan dikenakan hukuman ta’zir, yang oleh
pemerintah diberikan kewenangan dalam menangani dan menyel esaiakannya.
Daam ha ini, jika hanya melihat pada ketentuan fikih di atas, maka
penyelesaian jarimah ikhtilath melalui hukum adat Kluet Tengah sama sekali
tidak bertentangan dengan konsep hukum seperti yang telah disebutkan dalam
fikih. Karena, prosedur penyelesaian yang ada di lapangan (Kluet Tengah) juga
dilakukan oleh pemerintah gampong. Kemudian, pemerintah gampong dalam
hal ini diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksinya. Untuk itu, menurut
penulis antara konsep umum tentang hukuman ta’zir dalam fikih dengan apa
yang diterapkan di lapangan (Kluet Tengah) sama sekali tidak bertentangan.

2. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari peraturan
perundang-undangan yang dergjatnya sama seperti Perda. Disamping itu,
Qanun Jinayat yang memuat ketentuan hukum ikhtilath juga sebenarnya bagian
fikih, artinya sebagai salah satu produk hukum yang dapat dijadikan rujukan

atas penyelesaian ikhtilath yang oleh ulamaulama terdahulu belum
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menetapkan ukuran sanksinya. Jika kemudian proses hukum adat tersebut
dikaitkan dengan ketentuan Qanun Aceh, tampak jelas perbedaannya, baik
dilihat dari jenis sanksi maupun cara penyelesaiannya. Untuk itu, jika
ukurannya mengacu pada Qanun, maka ketentuan adat Kluet Tengah
bertentangan dengan aturan tersebui.

Berangkat dari dua permasalahan di atas, maka penulis mamandang bahwa
sgjauh hukum adat dapat meminimalisir dan mencegah perbuatan-perbuatan
ikhtilath, maka boleh kiranya diterapkan, di samping ketentuan adat tersebut
secara umum telah sesuai dengan teori pelaksanaan hukuman ta’zir. Kesesuaian
ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama yaitu dilihat dari jenis sanksinya,
dimana sanksi seekor kambing merupakan bagian dari sanksi denda, yang
notabene sanksi denda ini bagian dari bentuk sanksi ta’zir. Kedua, yaitu dilihat
dari pihak yang berwenang dalam menyelesaikannya, dimana perangkat gampong
yang meliputi Tuha Peut, Keuchik, Tengku Imum, dan Pemuda merupakan
pemerintah gampong yang posis mereka adalah sebagai hakim dalam
menyelesailkan masalah tersebut. Di dalam fikih juga disebutkan bahwa yang
berhak untuk menangani kasus ikhtilah ini adalah pemerintah atau hakim. Untuk
itu, dapat penulis simpulkan bahwa proses penyelesaian jarimah ikhtilath seperti
yang dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah tidak bertentangan dengan konsep-

konsep umum dalam fikih.



BAB LIMA

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa
mengenai pokok penelitian seperti telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasal ahan-permasalahan yang digjukan

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan
kepada pelaku ikhtilath di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar
satu ekor kambing lengkap. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah
sebelumnya dilalui beberapa tahapan penyelesaian. Yaitu diawali dengan
adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pemuda tentang
adanya kasus ikhtilath, yang kemudian dilakukan penangkapan serta
pemeriksaan terhadap pelaku jarimah ikhtilath. Tahapan selanjutnya
adalah proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum
berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kembing lengkap.

2. Jika ditinjau menurut hukum lIslam, bahwa sanksi hukum adat yang
diberlakukan di Kluet Tengah tidak bertentangan dengan konsep hukum
Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku ikhtilath merupakan
bagian dari jarimah ta’zir, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan
secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari

hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku,
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sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling
tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang
kasus ikhtilath di Kleut Tengah termasuk sanksi ta’zir, yang jenis dan
ukurannya ditetapkan oleh pemerintah gampong, yaitu berupa denda satu

ekor kambing.

4.1. Saran

Bertolak dari kesmpulan tersebut di atas, berikut ini  penulis

menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kluet Tengah agar dapat
berpartisipasi dalam meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus-kasus
ikhtilath. Karena perbuatan tersebut disamping sebaga indikasi dari
merosotnya moral, juga berakibat pada perbuatan yang melanggar hukum-
hukum syara’, seperti zina.

2. Khusus kepada pemerintah daerah (Pemda) Aceh Selatan, agar dapat
mensosidisasikan aturan yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum
Jinayat. Karena, masyarakat secara umum belum mengetahui tentang adanya
aturan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahuinya, sehingga
dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan-kejahatan yang

secara khusus dimuat dalam Qanun tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN

Pengantar

Mencermati kondisi kehidupan scsial di Aceh yang konon diberikan predikat Daerah
Istimewa dalam tiga hal yaitu Agama, Pendidikan dar Adat Istiadat dﬁri masa Orde Lama
sampai ke Orde Reforrnasi ini, sepertinya belum ada kejclasan bagaimana bentuk.nyh predikat
daerah istimewa tersebut. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat bukan hukum adat
vang Islami, tetapi hulum nasior.al yang dalam przkteknya diakhiri dengan material. Malah
selama Orde Baru terlihat jelas bahwa aspirasi masyarakat itu dikesampingkan. Agama
mungkin sudah berada di urutan bawah. Syariat agama tidak diikuti dan adat istiadat dipijak
oleh peraturan-peraturan semerti Agraria, KUHP, HPH dan masih banyak hukum dari
Pemerintah.

Merasakan dan menyadari hal yang demikian maka kami mencoba berpikir untuk
menguatkan dan menumbuh lLembangkan kem3ali adat istiadat khususnya di [Kecainatan
Kluet Tengah .IKKami tahn pe rsis sebagai masyarakat bahwa hukum dJar peraturan yang tepat
dalam masyarakat Aceh umunnya dan Kecamatan Kluet Tengah pada khususnya adalah
Adat Istiadat Aceh dan Syariat Islam.Masyarakat akan.lebih mencintai dan nientaati peraturan
Adat dan Agamanya sendiri dari pada hukum Pemerintah yang tidak jelas penyelesaiannya
jika ada tindak kejahatan dan kritninalitas (istilah pemerintah Indonesia).Kami yakin sekali
bagaimana perkembaagan bahkan mungkin perubahan struktur negara,namun hak masyarakat
adai harus dikzmbalikan dan dibneri'an kedaulatan dalam mengatur daerahnya dengan
hukum acat yang clari dulu tetah diakui da.i diparuhi sebagai peraturan yang mengatur etika

hidup,mengatur sumber daya alam dan lingkungannya.

Deri dulu masyarakat Kluet Tengah yang mayoritasnya petani telah mengatur sistim
pertaniannya melalui  kearifan adax  yeng dijalankan oleh  seorang keujrun
Blang(persawahan),gamfaong diatur oleh seorang Ule Gampong/Keuchik bukan scoarang

Lurah,semua sistim dalam masyarakat diatur melalui kea._rifan adat setempat.

Untuk selanjuinya Muspika Kluet Tengab bekerjasama dengan Imum Mukim
Menggamat, para Keuchik, Tokoh Masyarakat, Tokok Pemuda dan Pang Sagoe Wilayah
Kluet Utara serta Ule Bintara Kluet Utara merivisi Qanun / peraturan Adat Kemukiman
Menggainat tahun 1999 menjadi Qanun Kecamatan Kluet Tengah ( Mengamat) serta melihat
kebutuhan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kercasmatan Kluet Tengah
(Menggamat ) pada saat ini Kami sadar sekali bahwa keputusan hasil musyaviarah ini masih
perlu perbaikan can saran serta masih banyak kekurangan - kekurangan dalam

penyusunannya.
¥



Profil Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat)

Kecamatan Kiuet Tengah ( Menggamat) merupakan satu kesatuan wilayah Acat yang
terdiri dari satu Kemuliman, tiga belas buah Gapong dengan luas wilayah 19.600 ha dengan
juhlﬂ1 6.744 jiwa Kecamatau ini terleiak memanjang mengikuti sungai mengamat dan
sungai krueng kluet (lawe melang) dengan nama Kemukiman Menggoamat terdiri dari
Gampong-gampong dari selatan le utara adaiah sbb,Gampong Jambur Papan, Koto, Indarung,
Sjurai-urai,Malaka, Lawe Melang, Koto,Kammeg_ Sawah, Kampung Padang, Pulo

Air.Mersak, Simpang Dua, Simpang Tiza dan Alue Keujrun.

Secara Administratif Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu Kecamatan di
Kabupsten Aceh Selatan.Secara Giografis Kecamatan Kluet Tengah terletak pad'a 97 16 00-
97 24 3) Bujur Timur dan 03 08 45 — 03 - 20 40 Lintang Utara Dengan kondisi alamnya
berbukit-bukit yang didominasi oleh lereng-lereng yang terjal. Wilayah Kecamatun Kluet

Tenguh 68,7 % masih mrupakan huan belantara.

Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah ia'ah penduduk asli yang mendiai-daerzh hulu
sungai Kluet sejak uenek moyang mereka.Keberadaan mereka ini ditandsi dengan adanya
bahasa Xluet dan sub etnis adanya orang Kluet. Sejarah Kluet di mulai dengan kedatangan
sebuah rombongan dari Samidra Pasei yang dipimpin oleh seorang Imam yang bernama Imam
Geurevdung pada Abad ke XIlII.Setelah melihat kesuburan tanah Kluet,maka Imam itu
memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang, o€rnama Peparik .Pemerintahan waktu itu
dipimpin oleh datuk-datuk dari tiga suku yung ada yaitu.Pinem, suku Selian dan suku pelis
ditambah suku Chaniago yang untuk kemudian sebagai suku tamu yang konon berasal dari
Sumatra Barat.Imam Geuruedung dari suku Pinem menjadi Pemimpin pertama mereka.

Beberapa masa kemudian tahta Kerajaan Kluet diduduki oleh seorang raja yang
bemama Kilap Fajar pada abad. XIV .Kilap Fajer ini keturunan dari Sultan Alauddin Riayatsah
Alkahar atau dikenal oleh orang Kluet dengan Marhum Kahar.Sultan Alauddin Riayatsah ini
berasal dari Aceh/Pasai.Saat itu Kerajaan Kluet meliputi tiga 'Kecamatan
yaitu.Bakongan,Kluet Selutan dan Kluet Utara.Dewasa ini suku Kluet hanya mendiami tiga
Kecamatan yaitu.Kecamatan Kluet Tenguh,Kecamatan Kluet Timur dan sebagian Kecamatan
Kluet Utara.Seperti masyarakat Aceh pada umumnya yang berada di pinggiran butan
masyarakat Kluet Tengah sangat tinggi ketergantungannya pada hutanmayoritas mereka
adalah petani.Scjak dulu peraturan hidup dan lingkungan ditata deagan kearifan adat setempat
yang sangat erat hubungannya denga}'rs'yariat Islara sebagai satu-satunya agama vang mereka

anut



KEPUTUSAN MUSYAWARAH ADAT
KECAMATAN KLUET TENGAH (MENGGAMAT)

A. Proses Musyawarah

Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) ini diselengarakan pada

selasa tanggal,13 Muharam 1434 H atau bertcpatan dengan tanggal, 27 Nopember 2012 di

Kantor Camat Klvet Tengah.Musyawarah ini dihadiri oleh Muspika Kluet Tengah,Imum
Mukim Menggamat, Pang Sagoe Kluet Utura, Ul: Bintara Kluet Utara Para Keuchik

,Sekretaris Gamipong ,Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda.
Jumlah peserta yang hedir dalam musyawarah ini berjumlah. 80 Orang yang terdiri

dari tiga be)as gampong .Dengan Tertib acara sbu:

1.Pembukaan
2.Arahan Camat Kluet Tengah
3.Arahan Kapolsek Kluet Tengah

B.Acara Pokok Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah.(Menggamat)

a.Membentuk 5 komisi
-Komisi 1. Tentang,Meminang,Nikah Sirih dan Sumbang
-Komisi.Il.Tentang,Malu Rajo,Gempar Malu dan Perkelahian
-Komisi.lll.Tentang, Pemeliharaan Hutan dan Tt;mbuh-tumbuhan.
-Komisi.V.Tentang,Pemeliharaan Sungai
-Komisi.VL.Tuntang, Wilayah adat Keca natan dan Batas Wilayak Kecamatan
b.Pembahasan tingkat Komisi

¢.Kesimpulan /Penutup

C.Defenisi-defenisi Adat Kampung



I.Adat Kampung vaitu:Paraturan adat yang diberlakukan terhacap suatu kejadian sejauh

kejadian tersebut dinyatakan melanggar adat setempat dan ada hubungannyu dengan

ketentuan adat dari sesepuh kainpung/nimpinan kamipung/putro meureuhum.
2.Hukum yaitu:Suatu peraturan/semua peraturan yang mengenai keagamaan/syiah Kuala

3.Qanun yaitu: Pcraturan kampung yang bersifat melengkapi keberadaan adat dan kemudian

mer.jadi sebuah peraturan terhadap kejadian atau peristiwu adat yang berhubungan dengan

perempuan (Putro phang)

4 Reusam yaitu:Peraturan yang bersifat melengkapi keberadacn adat dan kemudian menjedi

sebuah peraturan terhadap kejadian dan peristiwa adat yang berhubungan dengan laki-laki

(Laksamana)
D.Istilah Kejadian Adat di Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) yaitu:

1.Meminung yaitu:Suatu kejadian adat yang merupakan awal perencanain perkawinan

dengan mendatan gi pihak nerempuan oleh pihak 'aki-laki secara resmi.

2 Nikah Sirih yaitu: Suatu jenis akad nikah yang secara hukum sudah sah tapi secara adat

masih memerlukan suutu proses peresmianfmemberitahukan kepada pihak ramai

3.Malu Rajo yaitu: Suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mate adat yang
menyebabk:n pimpinan adat turut merasa malu.

4.Gempar Malu yaitu: Suatu kejadian adat yang merupakan sua‘u kesalahan di mata adat yang
menycbabkan kegemparan/saaget mematlukan semua masyurakat.menggcmparkan isi

kampung sete:npat.

5.Sumbang yaitu: Ketentuan adat yang mengatur tentang tats cara pergaulan perempuan dan
laki-liki .Perbuatan itu sumbang bila dinilai adat sudah salah dan melanggar ketentuan
‘Sumbang ini di katagerikan menjadi dua, sumbang duduk/cara duduk yang salah jan

sumbang berdiri/cara berairt yang salah.

Disamping lima istilah adat kampung diatas masih ada istilah —istilali lin yang belum
ditulis didalam keputusan ini.

keputusan sidang homisi yanyg sudzh disetujui dan disahkan ini membahas tentang
Adat kampung yang meninjau objek permasaalahn acat di Kecamatan Kluet Tengah
(Menggamat) dan diperolch beberapa hal pokok yaitu:

1. Meminang, Proses awhl perkawinan dengen mendatangi pihak perempuan oleh pihak laki-
'aki secara resmi (metunangan).
‘Vietunangan diawali oleh proses mufakat / musyawarah antara nenik mamak dan pewalian
‘pihak wali si lelaki.setelah ada kescpakatan antara ninik mamak dan pewalian maka diadakan
peminangan tersebut.Bila dalam hal perkawinar. dan pertunangan si orangtua menunangkan
atau mengawinkan anaknya tangil sepengetahuan atau mengikut sertakau ninik mamak ,maka
si orungtua tersebut akan dikenakan sangsi adat sebanyak satu ekor kambhing
lengkap.Demikian juga halnya dengan khitanan/sunat rasul.Mengenai mas kawin metunangan
d_an perkawinan itu merupakan ktentuan hukia atau syariat [slam ,sedangkan menentukan
ringgi rendahaya mas kawin i adalah adat istiadut/adat kampung.Pada umuranya di



Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) mas kawin tersebut ditentukan oleh adat kampung
sebanyak 2 (dua) manyam emas.Bila dalam metunangan/bertunangan si lelaki ingkar
janj:,maka emas yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan sah menjadi milik si
perempuan harus menyerahkan 4 (empat) manyam emas dengan alasan dua manyam
pengembalian :mas yang sudah diterima dari pihak lelaki ditembah dua manyam sebagai
denda telah mengingkari janji.

*#( Gadis / Pernwan mas kawinnya 2 mayam emas dan Janda/surut bujang maskawinya , 1

mayam emas)**

Bila sudah bertunangan mereka dilarang bertemu sejauh pertemuan tersebut telah melanggar

Adat dan Hukum Agama.ila kedupatan mereka telah bertemu di tempat atau situasi yang

salah, maka mereka akan disangsi adat satu ekor kambing lengkap (satu ekor kambing

maksutnya satu ekor karnbing ditambah dengan beras memasak kambing tersebut ditambah
bumbu serta keperluan lainnya).Disamping satu ekor kambing lengkap ,maka ada satu hal
paling penting yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan satu pinang cerana,ranup lampuan.Di

Kecamatan Kluct Tengah (Menggamat) ranup lampuan merupakan kepala adat .K.alau mereka

telah bertunangan dan ingin ketemu ,misalnya siperempuan sakit, si lelaki yang ingin

menjenguk harus membawa serta seorang tua sebagai teman ,atau seorany teman untuk dapat
masuk kerumah si perempuan **ata cara Pinang meminang secara adat Untuk Calon

Perawan/Perjal:a. Jumlah rombongan meminang.7 org.Waktu Bebas o

**_Mebobo:Pelaksanasprya dilakukan malam hari kecuali ada hal-hal yang tidak bisa

dilaksanakan malam hari dan mengikuti aturan yang telah disepakatidengan pimpinan.

**_Pangge Makan : pelaksanaan nya dilaksanakan harus siang hari tanpa kecuali.Apa bila

mempelai perempusn pada saat page makan menginap dinihak rumah laki laki diwajibkan ada

pengulang atau pemberian untuk penghidupar. :

*v_.Kawin lan :Apa bila calon mempelai melakukan pernikahan diluar, gampong tampa

memenuhi persyaratan dari gampony diarti kun kawin luri.

Sangsi: Dikenakan sangsi adat | (satu) ekor kambing dan uang tunai Rp 500.000,- selanjutnya

apabila .idak bisa mempe:lihatkan buku akta nikah maka kepada pimpinan adat dan hukum

gampong maku pernikahay tersebut dianggab batal namun akan di urus secara syah dan
dikenakan biaya Rp 3.000.000,-untuk kedua belah pihak.

**_ Pelaksanaan ljab Kabul: Tempal pelaksanaan ijab kabul harus di Masjic di hadiri

mempelai wanita, dan waktu pelaksanaan nya disepakati dengan pimpinan adat dan hukun.

2. Nikah Sirih. Nikah sirih adalah salali satu akad nikah yang sudah sah tapi belum
diresmikan.Bila metreka ingin bertemu (pihax lelaki dan perempuan) mzka harus membawa
satu orang teman atau lebih.Jika kedapatan mereka bertemu berdua di situasi yang salah
menurut adat atau berboncengan naik kendaraan roda dua maka mereka akan disangsi adat
satu pinang cerana (ranup lampuan) dan membayar ketentuan lain menui ut adat serta mereka
didesak agar sccepatnya meluksanakan perb.awinan,dengan maksud ugar kesalahan itu tidak
te ‘ulang lagi.

3. Sumbangz.Yang dimaksud deagan sumbang adalah kesalahan pergaulan atau sistim bergaul
schari-hari antura lelaki daa perempuun menurut pandangan adat dan hHukum / syari’at
Islam.Sumbang ini dapat dibagi beberapa bagian,secara garis besar yaitu.
a.Sumbang duduk ,seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya

di dalam rumah ,kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar bila
di dalam kendaraan roda smpat, sumbang duduk seorang lelaki berduaan dengan seorang
perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar ,misalnya dalam kegelapan
malam,dalam semak dan hutan atau tempat d:r situasi lain yang menurut adat serta syari’at
Islam sudah dilarang.

b. Sumnbang berjalan yaitu seperti seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan
vang bukan muhrimnya ,bila merel:a berboncengan disaat atau tempat yang melanggar adat
.Kemudian ada seorang lelaki berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan
yang bukan muhrimnya .Sumbang ini adalah ketentuan adat masyarakat Kecamatan Kluet
Tengah (Menggamat) akan dikenakan satu ehor kambing lengkap,dan ditambah denda
hukum lain yang mungkin akan menjadi kef utusan adat setempat.

**Katagori Sumbang.ada 4: Sumbang duduk,sumbang berjalan ,sumbang berbaring dan
sumbung berkata-kata **
4.Malu Rajo. :

Malu Rajo ini adalah suatu hal bentuk kesalahan di mata adat yang kesalahan tersebut

membuat aib atau rasa malu yang sangat besar dirasa oleh masyarakat adat/pemuka

adat/pimpinan  setempat.**Malu  Rajo.Suatu perbuatan,ucapan atau sifat yang
merendahkan nama baik Raja dau tidak melanggar norma hukum yang lain** Malu

Rajo ‘ni dibagi dalam berntu beberapa kejadian adat ataranya :

a. seseorang yang masuk kedalam kamar yang bukan muhrimnya.



. Seseorang memuku! istrinya di luar rumah atau di luar perkarangan rumah.

¢. Seseorang vyang memukul adik perecmpuan (Si pemukul lelaki dewasa) di luar
rumah/dilnar perkerangan rumah.

d. Mengintip perempuan mandi di tepian mandi perempuan atau mengmmtip persmpuan
mandi di rumah, meskipun sudah diperiagati masih juga dilakukan.

¢, Dilurang mandi atau mencuci dengan basahan sempak (cawat) di tepiun mandi atau dalam
suasana ramai.

f.  Berkelahi di rumah pemimpin adat/ hukum. ;

. **Melempar buah-buahan dar mengenai orang lain**(Sangsi Pinang cerano)

Bila hal-hal di atas terlanggar / terjadi pelanggaran,maka hal tersebut akan dikenakau sangsi

acat satu ekor kambing lengkap (citambah hukuman lain / denda lain menurut Keuepakatan

aJdat setempat).

5 Gempar Malu.Gempar malu yaitu suatau bentuk kesalahan yang berakibat kegemparan

n asyarakal/ menjadi masaalah dan kere sahan berita di masyarakat setempat.** Suatu kejadian

y: ng disengaja atau berencana yauLg sifatnva melanggar hukum adat yang sudah ditetapkan

a'au hukum lain.** Kejadian adal ;vang dapat dikatagorikan gempar malu nntara lain:
a.sang isteri dengan sengaja hilic dengan rakit (papan) perempuan tidak boleh naik
rakit,sangsi adatr.ya satu ckor kunibing 1engkap.
b.Suami isteri tidur dalam pondok kecil dan rendah / gubuk (rumah }awe) yang biasanya
da di kebun atau sawah,bila ini dilakukan sangsinya satu ekor kambing.

-.Suami istri masuk kedalam hutan, si suami meninggalkan isterinya dan sitnasi dalam
rimba belantara.Sangsi adatnya satu ekor kambing.
d.Berkelahi dalam mesjid atau musalla, sangsi adatnya satu ekor kambing.
¢.Berkelahi di dalam keramaian seperti di pekan,kecuali istri diganggu orang laip atau di
copet / krcurian.Bila berkelahi tersebut Jdinyatukan melanggar adat atau termasuk gempar
malu maka sangsi adat atas kejadian ter .ebut saru ekor kambing (kecuali bilz ada
kesepakacan adat sangsinya lebih besar menurut adat setempat).
fMemekik / menjerit (nerik/teperak) bercanca dengan suara yang nyaring setelah lewat
pukul.22.00 atau jam 10,00 keatas,yanz jerita ini berakibat memarncing keresahan
masyarakat kampung, bila ini terjudi akan didenda satu ekor kambing lengkap.

Cilarang, makan sambil berjalan terutama perempuan,sangsi ini juga ternadap laki-laki ,

mengetzhui bahwa makan sambil bhzrjalan itu salah , tapi masih diperbuat , maka ini

Jdisangsi satu hidang Apem

h Kalau ada laki-;aki mau melewati tepian perempuan harus mengucapkan kara * bo” bila

cudah di jawab oleh persmpuan yang sedang mandi dengan jawaban “laus” maka buru
bisa si lelaki melewati.Bila hal ini dilanggar, maka dikenaran sangsi adat satu hidang
Apam.

. Dilarang bagi nerempuun berjalan dalarn kegelapan malam tampa lampu.

j. Mengganggu istri orang/ perempuar yang sudah barsuami di kenakan sangsi adal sa.u
ekor kerbau

k.Tindakan yang direncunakan dan jelas-jelas tindakan tersebut melanggar hukum adat dan
hukum lain **(Sangsinya Kambing dan pinang cerano)

**Robo: Suatu perbuatan yung telah melanggar norma hukum adat, hukum Aguna dan
Hukurn Negara.

**Teboro :Suatat perbuatan yang telah berulang kali melakukan pelanggar hukuwn atau
pelangger hukum yaug sangut berat (contoh.Melakukan perzinahan dengan bukan
Istri/Muhrim berulang kali sengsinya:ditenggelamkan kesungai dengan mengzunakan
kayu becabung tau dibuang lehutan selama 1,5 tahun.

6. Porkelahisn. Dalam kearifan adat Kecamatan Kluet Tengah masalah perkelahian juga
merupkan hal atau kejadian adet yang sangat di perhatikan .Dalam perkelahian ada denda-
denda atau sangsi-sangsi tertencu seperti:

a.Apabila tzrjadi perkelahian tazugan dan berukibat bengkak, dan apabila tidak mengeluarkan
darah, inaka akan disangsi dengan keputusan adat dipesejuk dengan tepung tawar

b.Apabila perkelahian seperti tersebut diatas dan Lerakibat mengeluarkan darah,maka akan
disangsi denizan keputusan adatssatu hidang nasi kunyit, tepung tawarkain puth
sepanjang dua yard.

c.Bila terjadi perkelahian yany mempergunakan senjata seperti menikam, membajok, dan
bila sipenderita akun mengakibatkan derita seumur hidup, maka sipembajok/ sipenikam di
kenakan membayar biaya perggobata senilai akibat cacat tersebut. disamping itu juga
dikenukan sangsi adat pada poin a dan b diatas.

.Orang yang menerobos masuk rumah Ulee gampong (keuchik) sejauh melewati kedekatan
lima meter biasa nya ini bila lawanya telah diselamatkan dirumah keuchik,itu berurti suatu

@



penyerangan pada pengamunan adat.Lila hal ini terjadi maka sipenyerang dikenakan

sangsi adat satu ekor kambing lenkap. .
e.Apabila terjadi perkelahian didalam sawazh,saat sejak sawah ditanami sampai puda saat
panen, terhadap hal ifu cisangs satu ekor kambing lenkap.

{ Bila ada lawan pada suatu perkelahian,silawan menyclamatkan diri kedalam mesjid, maka
hal itu tdak boleh discrarg lagi, bila masif terjadi penyerangan, juga disangsi satu ckor
kambing lengkap.

g.**Demi tewep terjuganya situasi kamt'bmas yang kondusif dan berlakunya sanksi adat
yang berlaku di kecematan kluet tenzzal (Menggamat) kami sepakat akan menindak bagi
sipemulai/pelaku / provokator yany memu lai kerusuhar, yang dapat memancing kerusuhan
jnassa atar gampong baik dibidang kegiatan ‘apapun (olah raga, kesenian ,lingkungan
kegiatan pendidikan anak sekolah dan keglatan sosial kemasyarakatan lainnya) dengan
sunksi adat berupa 1 ( satu) cker kerbau umur 2 tahun s :

Adat pemcliharaan hutan dan sungai ( sumber daya Alam)

[+

d

A.Pemeliharaan Hutan dan tumbuh — tambuhan.

a.K etentuan adat setelah kenduri Take lawe / kenduri ulhe thurg.
Peraturan adat Kecamatan Kluer Tengah (inanggamat) pada waktu turun ke sawah.
khususnya ketentuan adat sctelah kenduri Take lawe, yaitu kenduri yang di laksanakan di
tempat :sistempengairun sawah atau irigasi penduduk.kenduri ini di lasanakan menjelang
pada mulai berbuah / umur padi sekitur dua bulan, ketentuan ini di batasisebelum panen.

b.menebang kayu besar yang menimbulkan suara atau getaran yang kuat dengan ketentruan

sangsi:

| .Menebang kayu untuk perkebunan di kenaklan sangsi adat satu ekor kambing lengkap.

2.Menebang kayu untuk dipesjualbelikan seperti mengolah balok tim,bila menebang
nakkan sangsi adit sepenerbang membayay dua kal® lipat

semacam ini terjadi maka di ke
at sepakat, maka sati

harga kayu yang di jual setelah diolah ,dan kalau adat setemp
kambing Jengkap sebagai denda jua harus di bayar.

/ kesejahteraan / penyelamat masyaiakat tidak

3.menebanz kayu untuk kernaslahatan umat
lalvi musyawarah atau pemberitauhan kepada

dikenakan sangsi bila penerbang “ersebut me
Pihak adat.

4. Di larang mengambil / meniung:t rotan atau memungut hasil hutan lainnya yang menurut
adat setempat salah, sejauh hasil hutan yang dibawa tersebut melewati lokasi persawzhan
penduduk, bila hal ini di langgzar,dikenakan sangsi adat satu ekor kambing lengkap.

5. Liilarang membakar siput uniuk dijadikan kagur pelengkap makan sirih/makpat,pelanggaran

ini disangsi satu ekor kambing lengkap.

Pelestarian pohon durian.

Di Kecamatan Kliet Tengah (Mengzamat) ,durian merupakan pohon yang status

pemeliharaannya di lukukan oleh peratusan adat. Namun pohon durian tersebut tetap

menjadi inilix sipenanam , tetapi saugsi ada* bila terjadi pelangaran oleh si pemilik, maka
tetap dikenakan sangsi adat. Sangsi adat iri- ditegaskan pada saat pohon durian sedang

berbuah .

a. bila melempar , tnencolek dan memanjat pohon durian yang sedang berbuah di kenakan
sunysi adal satd ekor kambing lengkap.

b. Menebang / me_qgka.—bit , merabinasakan pohon dan buch durian dengan zat kimia,di
kenakan sangsi atlat dua ekor kambiug lenghap dan bila ada sepakat masyarakat adat
denda tersebut akan ditambah seperti pameran pelangaran adat.demikian juga dengan
poi. nomor 1.

c. Ada suatu pengecualian pada penebeng pohon durian ini,bila penebang pohon durian ini
terpaksa dilakukan :.rau dengan alasan untuk keselamatan / kesejahteraan masyarakati
setempat maka berhadap penebang ceikian tidak di kenakkan sangsi anat biar ‘erlebih
dahulu ada pemberitahuan kepade pemuka atau pemimpin adat sctempat

Di samping peraturan adat pzmeliharaan hutan dan tumbuh — tumbuban diatas , ada satu
peraturan terhadap penebangan hutan yang kayu nya akan diperjualbeli kan :



a. sctiap pengolahar, kayu yang mengolahnya berasal daru luar manggamat , pe!;da_tang, maka
dikenakan sangsi adat , uang Rp 300,000 (tiga 1atus ribu rupiah) untuk satu unit sinsow pada
setiap bulannya ,dan di setor kepada lembaya adat setempat .
b hila pengelola kayu tersebut berasal dari masyarakat adat manggamat / orang manggamat ,
maka dikenakan sangsi kewujiban membayar Rp-75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk
satu unit sinsow untuk setiap bulan nya, di bayar kepada lembaga adat setempat.
c. ketentuan jumlah penbayar denda / sang:i tersebut di awas , mungkin suatu saat akan
bertambah atau berkurang tergantung jumlah yang ditentu kan oleh masyarakat dan lembagal
adat , dan apa bila sangsi itu tidak di penuhi maka tidak boleh lagi sipelangar menebang di
hutan manggamat,di samping akan ada sangsi yang dekenakan fldat :
*+ Hutan Adat gampong di kelola pemangku Adat gampong sendirl.
-Hutan Masyarakat.
S, P,
-Hutan Lindung.
**Seseorang ingin mengambil tanah di pegunungan
dan syarat:
-Putra daerah / gampong setempact.
-Tidak mempunyai lahian di dataran rendan / lahan tidur
-Jika putra luar daeruh menurut kesepakatan di dalam gampong setempat / gampong.
*=]ika seseorung mengaku memiliki sebidang tanah / hutan tetapi tidak bisa memhuktikan alat
bukti yang sah maka hutan / lahan tersebut dikembalikan kepada pemangku adat serempat.
»=fika seseorung sudah menebang (ditembak) hutan/ lahan tetapi dikelola sampai batas 3 (tiga)
tahun maka hi-tan / lahan tersebut dik:embalikan <epada pemangku acat setempat.

*»Bagi masyarak  yang mengambil kayu / papan untuk kebutuhan pembangunan prasarana
umum digampong setempat diperbolehkan diluar hutan lindung dan bukan ditenderkan
(Proyck) dengan ketentuan mengambil surat izin dari Instansi terkait

hutan adat di perbolehkan dengan ketertuan

3. Pemeliharaan sungai .
_Larangan Adat terhadap sungai ditinjau dari jenis sungai
A** Sungai Lavse Melang,Sungai Simpaii,Sungai Mokap, termasuk alur-alur vang
bermuara kesungai tersebut di larang
1.Membom / Dinamit
2.Melennate /meracun atau sejenisnya
3.Menyetrum atau sejsmsnya

LRI H i
:3, Sungai Menggamat dan alur- alur sungui yang bermuara kesungai rnanggamat di
arang : i
l.membom / Dinam.t
2.melannte /merajun atau sejenisnya
3.menyetrum aiau sejenisnya
4.menjala,merjariny;,menai
, 2guk,nenyuluh, menembak,benderung ya i
- - n
bambu ( bukan dari keleraidan daun duunan) ' - L
5.melannate / meracun atau sejenisnya
6.ine'yetrumatau sejenisaya

C.**Suak/payu/ rawa-rawa dilarang ;
1. Membom/Dinamit
2.Melannate/Meracun atau Sejenisnya
3.Menyetrum atau Szjemisuya

D,*f‘lkan Ramo/lkan naik musiman di larang :
Dilarang Membacok Ikan Ramo

ks Sungﬂi Law Melan Sll i cli I -
12 2 nga s i i Y

hermuara k ssungai tf i g u ; lmp fl,Sungm Mokap ermasuk ﬂlur alur al’lg

I.!V‘ICHIbOm/Dinilmit di sangsi | : ekor i

)
2. . ,( 4 i(s‘f} k(.ﬂ‘iblﬂg dan k( Jengkapan d&ﬂ uang

2.melaﬂnate !‘mel acun atau Svel i ny i gs‘ 2

: 2JCNnis a d san, satu) eko]‘ ka]']’l‘l‘]'] t’{ln
ke Ieﬂg’,kapﬂﬂ dan uang sebesar RpZOOOUOO;(DLa i'JfB. r:.lpllﬂhg ;

3.Menyetrum atau sejenis i i
jenisnva di sangsi . i
vang sebesar Rp,2,000,000;,Dua _;ut; ru%iah) (PR AT e, Kt lmganan dea

B



4 **Sunpai Menggamat dan alur-alur sungai yang bermuara kesungat lmenggama:
dilatang: :

lMernl:?om / Dinamitdisangsi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan Jan uang sebesar
Rp,2.000.000;(Dua juta rupiah
‘2. Melannate/rneracun atau sejenisnya di sangsi 1 (Sat) ekor kambing dan kelengkapan
dan uang sebesar Rp.2 .000.000.(Dua juta rupiah)

3. Menyetrum atau sejenisnya di sangsi | (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan
uang sebesar 2.000.000 (Dua juta rupiah) y i
4.Menjala, menjaring,menangguk,menyuluh.menembak,bendenrung. yany terbuat dari
bambu (bukan dari kelerai dan daun daunan).di sangsi 1 (satu) ekor kambing dan
k=lengkaoan dan dana uang sebesar 500.000,(Lima ratus ribu rupiah)

W

*xxgunk / Payo / Rawa-rawa dilarang :

1. Membom/ Dinamit di sangsi | (satu) ukor kambing dan kelengkapan dan uang sebeser
Rp 2000.000,(dua juta rupiah } :

2. Melannate / meracun agau sejenisnya di sangsi 1(satu) ekor kambing dan kelengkapan

dan uang sebesar Rp. 2000.000,~(Dua Juta Rupiah ).

5. **(kan Ramo / Ikan naik musiman dilarang :

Bagi yung membacok ikan ramo di kenakan sangsi | (satu ) ekor kambing lengkap.

++ Catatan peniing yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan adat
sungai.

|. Bagi sipelepor yang membawa bukti pelunggaran sungai :

2. a. Pemangku -Adat dan Fukum dikampung menjamin kerahasiaan dan
keselamatannya.
b. Diberikan nang ierih payah / jasa oleh pemangku adat sesuai dengan
kemampuan biaya.

3. Kambing yang dibayarkan kepihak Adat harus sampai umur dan diakui oleh semua
pihuk untuk diterima adat.

4. Kasus Adat ini diterapkan oleh pemangku Adat yang berada di Wilayah Adat
gampong masing -- masing. Bila tidak selesai dilanjutkan / banding ke tingkat
kemungkiman.

a. Dilarang menjala,menjaring ,menangguk , menyuluh dan bederung (perangkap ikan)khusus
nya disetiap sungai kecil seperti lawe ngamat,lawe payo Abo , lawe mersak dan lain lain.
Bila hal ini di langar di kenakan sangsi satu kambing lengkap (larongan ini di samping
larangan pada poia 1). :

b. Dilarang membacck ikan ramo (ikan naik musim yaug biasanya bila uir sungai bertambah)dan
upa bila ada pembacokan #tau sejenisnya maka terhadap sipelaku di kenakan sangsi adat satu
ekor kambinz lengkap.

BAB I
KESEPAKATAN BATAS
WILAYVAH ADAT KECAMATAN KIUET TENGAH ( MANGGAMAT)

Wilayah adat Kecamatun Kluet Tengah ( Menggainat)
Seperti telah dijelaskan di depan,bahwa wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat)
itu lebih kurang 19.600 ha dengan 'nas hutan ‘1. 300 ha dan selebihnya daerah pericebunan /
kemukiman dan daerah perkebunaan masyarakat. Sejak nenek moyang Kecamatan Kluet
Tengah ( manggamat) mengelola daerah seluas itu dengan kearifan adat setempat . sebab bagi
mereka adalah satu keraturan yaing sangat mereka taati di samping syaviat islarn selaku satu
satunya agama yang ada dikemukitnan manggamat . menurut mesyarakat Kecamatan Kluet
Ie:ga: (Manggamat) bahwa .melangar adat adalah hal yang sangat memalukan dan akan sangat
i hindari. .

Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat) mempunyai sungai yang banyak sekali seperti sungal
/ lawe manggamat ,payo abo , sungai messak, sungai alur buluh , lawe melang, lawe sempali
Jlawe mungkap,lawe meluir ,lawe damar buih,lawe sirotan ,lawe silabu,dll.di sampinyg itu juga
masih ada alur air kecil yang di sebut suah seperti suah ririan ,suah batu bulek,arui batu

mulan,arvi icing pidik ,arui pekayo.arui babah,arui batu sumban i i
e e P ; ,al g, arui telago batu dan masih



Selanjutnya penduduk Kecaniatan Kluet Tengah ( manggamat ) menfiiami t'iga belas, kl:::};
garnpu-".g J Desayaitu: gampong jambur papan,malaka,Siural urai,indarung,

melang, xoto kampung sawali,kampung padang ,Hulo air ,mersak, simpang dua, simpang 1123,

dan yang paling terpencil kampung alu kejrun. & _
grin pDz=|mn'1 wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah (manggamat) ,pemilih haraan sungal

diberlakukan peraturan adat dengan melihat katagori sungai‘ter:_;ebut _maksud nya ada dua bagian
peraturn yaitu bila sungai / alur itu termasuk dan terdapat Idl _wlla{}fah perka{npungan / Kecamam.r{
. maka peraturan adal yang d’'berlakukan akan lebih d siplin blia‘d.:baijdmgkm dengan sunga!
sungai yang lebih jauh dari kawasan kemukimaman penduduk.Demlklan juga dsugan hutan.Blau(i;
kekuasaan wilayah adat untuk menjaga kelestarian hutan manggamat dan etika masyarakat nya di
batasi 1tau di tandai dengan patok batas wilayah adat Man ggamat.

B. Batas wiluyah Kecamatan Kluet Tengah ( Menggamat )
Dalam musyawarah adat ini juga di peroleh kesepakatan adat tentany batas
wilayah dar Kecamatan Kluet Tengah({ manggamat) dan batas itu merupa kan batas
lingkungan wilayah pemiberiakuan nekum ada: atas masyarakat dun lingkungan .batas —
batas tersebut antara lain:
|. Carak/pancuran, yaitu baias Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) dengan
kemukiman Sejahtera.
2. Gunung Simpang tiga yaitu batas antara Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat)
dengan payateuk, terbanggan.
3. Lubul petai lawe mungkap yaitu batas Kecamatan Kluet Tengah ( Manggainat)
dengan kemukiman Lawe Sawah , Kluet Selatan.
4. Suak pinang yaite batas pemberlakuan hukum adat Kecamatan Kluet Tengah
(Manggamat) dengan Jawe melang/Krueng Kluet. Peraturan pemeliharaan sungai
Manggamat ini lebih disiplin dari sungai Lawe melang. i

Disampiug patok batas / tanda batas wilayah adat itu(terbuat dari semen 10x40 cm)
yang bertuliskan batas wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) juga ada
papan pengumuman batas wilayah adat tersebut.untuk lebih jelaspya letak patok batas
wilayah itu B#sa kita lihat di peta wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat).
Selanjnutnya dalam putusar mnusyawarah adut mukim Mangzamat inijug di sepakati
pembuatan satu bagunan posko pemantau jalur kayu Masyarakat adat Menggamat yang
terletak dijambur Teka,Gampong Lawe mielang Manggamat.

Demikian hasil keputusan musyawarah, adat Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat)
ini kami buat, dan Kami yakin sekaii bahwa putusan ini tid.k menutup kemukiman suitu
saat akan ada penambahan atau perubahan pada sistem penerapan nya nanti dar segala
sesuatunya akan ditentukan dan ditetap oleh tokoh adat dan masyarakat adat Kecamatan
Klu:t Tengah (Manggamat). Kami sadar bahwa penulisan ini masih sangat memerlukan
perbaikan perbaikan dan atas itu kami menerima saran dari setiap pihak karena adat
adalah milik kita, adat akan lestari kaleu tetap diyakini dan dipelihara.

Disini kami selaku penata penyusun mengucapkan terima kasih pada semua pihak
vang telah bersusuh payah membantu kami dalam menyusun keputuszn musyawarah adat
Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) ini. Semogu Allah yang menjada kuasa akan
selalu memberi rahmat pada kita semua agar segala usaha usaha kita ini ingin
mendapatkan balasan hendaknya.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Catatan. **adalah hasil revisi pada acara Rapat adat hari selasa targgal, 27 Nopember 2012



Lampiran 1 :

Keputusan ini dibua
Keuchik/Kepala Gampong, Imum Mukim, Sagoe dan kompon
Kecamatan Kluet Tenjah dan diberlakukan secara menye
Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh <elatan mulai tangga

t dan disetujui olet Pemuka Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama,
en masyarakat yang ada di
juruh dalam Wilayah Adat
{ 28 November 2012.

Menggamay, 27 November 2012
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Lampiran 2 :

Kelompok Adat Istiadat Keiompok Eatas Wilayah Adat Kecamatan

Ketua,

Y

M/JASA

Kelompok Pemelihardan Hutan dan Kelompok Perlindungan Sungai dan
TumbuhgTumbuhan Sumber Mata Air

Kiiet Tengah, 27 November 2012
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DATA DIRI

Nama

NIM

Fakultas/Prodi

IPK Terakhir

Tempat Tanggal Lahir
Alamat

DATA ORANG TUA
Nama Ayah

Pekerjaan Ayah

Nama Ibu

Pekerjaan 1bu

Alamat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

:Yadsir Fajri

: 141109139

: Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

: 2,95.

: Kampung Padang, 06 Agustus 1992

: Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

: Nyak Lam

> Tani

: Zubainah

- Ibu Rumah Tangga

: Desa Kampung Padang, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh
Selatan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD

SMP

SMA
UNIVERSITAS

: SD N2 Manggamat Kluet Tengah Tahun Lulus 2004

- SMP N1 Manggamat Kluet Tengah Tahun Lulus 2007
: MAN Unggul Tapaktuan Tahun Lulus 2011

: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2017

Demikianlah yang saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 16 Januari 2017
Y ang Menerangkan

YASIR FAJRI
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